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1. PENDAHULUAN

1.

Dengan jumlah penduduk sebesar 275.8 juta jiwa pada
tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan
jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah
China, India, dan Amerika Serikat. Negara ini juga
merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-16
di dunia dan anggota Kelompok 20 (G20)." Indonesia
adalah kelompok pulau terbesar di dunia, dengan
17,001 pulau. Serupa dengan kebanyakan negara
Asia, etnisitas berperan penting dalam masyarakat
Indonesia. Terdapat 1,340 kelompok etnis yang diakui,
dengan kelompok etnis utama adalah Jawa (40 persen
populasi), Sunda (15.5 persen), Melayu (3.7 persen),
Batak (3.6 persen), dan Madura (3 persen).?

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian
terbesar di Asia Tenggara, dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi didorong oleh permintaan pasar
domestik. Negara ini telah mengalami transformasi
ekonomi yang signifikan dari waktu ke waktu karena
pesatnya pertumbuhan mitra dagang utamanya,
terutama China, harga komoditas yang tinggi, dan
peningkatan tingkat konsumsi kelas menengah yang
sedang berkembang (World Bank, 2016). Pemerintah
Indonesia memiliki visi untuk menjadikan negara ini
salah satu dari 10 negara dengan perekonomian
terbesar di dunia pada tahun 2030, dan Kementerian
Perindustrian  meluncurkan strategi pada tahun
2017 yang disebut “Making Indonesia 4.0” yang
selaras dengan visi ini dengan tujuan mengatasi
deindustrialisasi prematur (ILO, 2022).°

Indonesia telah mencapai kemajuan penting dalam
meningkatkan kesetaraan gender, terutama di bidang
partisipasi pendidikan dan akses terhadap layanan
kesehatan. Namun ketimpangan gender masih terjadi
di bidang lain.

Kajian ini, yang berfokus pada hubungan perdagangan
dan gender serta dampaknya terhadap kewirausahaan
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perempuan di Indonesia, merupakan bagian dari
materi pengajaran UNCTAD tentang perdagangan
dan gender. Tujuan dari inisiatif peningkatan kapasitas
ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pembuat
kebijakan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan
pemangku kepentingan lainnya untuk mencermati
interaksi antara perdagangan dan gender, dan
mengembangkan kebijakan yang responsif gender.

Bagian 2 dari laporan kajian ini memberikan gambaran
umum mengenai profil sosio-ekonomi dan gender,
dan Bagian 3 menyajikan struktur perdagangan
Indonesia. Bagian 4 mengkaji dampak arus
perdagangan dan kebijakan perdagangan Indonesia
terhadap pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan
perempuan, dengan fokus pada studi kasus terpilih
dari masing-masing sektor ekonomi secara luas, yaitu
sektor kelapa sawit dari pertanian, sektor pakaian jadi
dan furnitur dari industri, serta pariwisata, wellness,
ekonomi kreatif, dan sektor perbankan dari sektor
jasa. Sektor-sektor ini merupakan eksportir besar atau
sektor-sektor kunci dalam perekonomian domestik
di mana perempuan terkonsentrasi, dan semuanya
merupakan sektor-sektor prioritas bagi pemerintah.
Bagian 4 juga membahas pengusaha perempuan di
bidang e-commerce sebagai bidang perdagangan dan
kewirausahaan perempuan yang sedang berkembang.
Bagian 5 mendalami kebijakan perdagangan. Kajian
ini menganalisis hubungan gender dan perdagangan
di Indonesia, praktik-praktik baik internasional, dan
contoh-contoh negara yang perekonomiannya serupa
dengan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, bagian
ini mengusulkan peta jalan untuk memanfaatkan
perdagangan dan kebijakan terkait untuk mendukung
pemberdayaan  ekonomi  dan  kewirausahaan
perempuan. Bagian 6 merangkum temuan-temuan
utama laporan kajian ini dan menyajikan kerangka
implementasi kebijakan.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2021 dari database Indikator Pembangunan Dunia Bank Dunia.
Berdasarkan data dari https://minorityrights.org/country/indonesia/ (diakses 6 Mei 2023).
Secara khusus, strategi ini bertujuan untuk mewujudkan penerapan dini teknologi industri 4.0 di lima industri utama: makanan dan

minuman, otomotif, elektronik, bahan kimia, dan tekstil (termasuk pakaian jadi dan alas kaki). Tujuannya untuk menarik investasi
asing dan dalam negeri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (ILO, 2022c).
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2 PROFIL SOSIAL EKONOMI DAN GENDER INDONESIA

Pada tahun 2022, Indonesia memiliki PDB sekitar
USD1.317 triliun,* PDB per kapita sekitar USD4,780,°
dan pertumbuhan PDB tahunan sebesar 5.4 persen.
Ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan
koefisien Gini, lebih tinggi di wilayah perkotaan (0.40)
dibandingkan di wilayah pedesaan (0.31), dan tingkat
kemiskinan relatif adalah 10.2 persen,® dengan
perempuan memiliki prevalensi kemiskinan yang
sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki.” Pada tahun
2021, Indonesia menduduki peringkat 114 dalam
Indeks Pembangunan Manusia dan peringkat 110
dalam Indeks Ketimpangan Gender dari 192 negara
(UNDP, 2022).

Usaha kecil dan menengah (UKM) berperanan penting
dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021,
terdapat 4.16 juta perusahaan industri manufaktur
mikro dan kecil yang menyerap 9.11 juta tenaga
kerja. Tiga industri manufaktur mikro dan kecil dengan
pendapatan tertinggi adalah produk makanan, pakaian
jadi, dan kayu, produk dari kayu dan gabus (kecuali
mebel), industri barang dari jerami dan bahan anyaman,
bambu, rotan dan sejenisnya (BPS, 2023).

Bagian 2.1 akan menyajikan fitur-fitur utama kerangka
peraturan dan kelembagaan tentang kesetaraan
gender, dengan fokus pada kewirausahaan. Bagian
2.2 akan menyajikan ringkasan indikator gender
dalam kehidupan ekonomi dan sosial, dan Bagian 2.3
akan membahas karakteristik perempuan pengusaha
Indonesia dan tantangan yang mereka hadapi.

2.1. KERANGKA PERATURAN DAN
KELEMBAGAAN TENTANG
KESETARAAN GENDER

Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk
mendorong kesetaraan gender di tingkat internasional
dan nasional. Misalnya, Indonesia meratifikasi Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan (CEDAW) pada tahun 1984. Di tingkat
nasional, parameter kesetaraan gender diperkenalkan
pada tahun 2011 oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama
dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini bertujuan
untuk menerapkan pendekatan gender holistik dalam
perumusan kebijakan di tingkat nasional dan provinsi
sehubungan dengan akses, partisipasi, kontrol, dan
manfaat yang dihasilkan dari peraturan perundang-
undangan, dan hal ini merupakan perwujudan
prinsip-prinsip CEDAW. Terdapat beberapa langkah
kebijakan untuk mendukung pengarusutamaan
gender dalam pembuatan kebijakan di tingkat
provinsi. Misalnya, Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Permendagri
No. 15/2008) mewajibkan pemerintah daerah untuk
merancang kebijakan, program, dan kegiatan yang
berwawasan gender dan membentuk Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender Provinsi untuk menyusun
rencana aksi daerah pengarusutamaan gender (RAD
PUG), dan tugas lainnya.

Menurut Indeks Perempuan, Bisnis, dan Hukum Bank
Dunia tahun 2023, Indonesia, dengan skor 70.6,
berada sedikit di bawah rata-rata regional sebesar 72.6
untuk Asia Timur dan Pasifik. Indonesia mendapat nilai
sempurna (100) dalam hal pembatasan kebebasan
bergerak dan undang-undang yang mempengaruhi
keputusan perempuan untuk bekerja, dan mendapat
nilai 75 dari 100 dalam hal kesetaraan gender dalam
kewirausahaan, hak pensiun dan upah (World Bank,
2023).

Selain partisipasinya dalam kerangka internasional
mengenai kesetaraan gender, pemerintah Indonesia
juga memberikan prioritas pada kesetaraan gender
dalam program kementeriannya. Misalnya, Kementerian

4 Angka dalam rupiah Indonesia (IDR) adalah 19,588,445.6. Konversi ke dolar AS dilakukan menggunakan nilai tukar rata-rata
tahun 2022 (USD1=Rp14,853); lihat https://www.exchange-rates.org/exchange-rate-history/usd-idr-2022 (diakses 9 Mei 2023).

5 Angka tersebut adalah Rp 71 juta dan konversi ke dolar AS dilakukan dengan menggunakan nilai tukar rata-rata tahun 2022
(USD1=Rp14,853); lihat https://www.exchange-rates.org/exchange-rate-history/usd-idr-2022 (diakses 9 Mei 2023).

menurut Statistik BPS (diakses 10 April 2023).

Diukur sebagai rasio populasi di bawah pendapatan median.
Angka tersebut adalah 9.4 persen untuk laki-laki dan 9.7 persen untuk perempuan berdasarkan garis kemiskinan nasional,
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
memperkenalkan rencana strategis nasional jangka
menengah lima tahun untuk tahun 2020-2024 yang
mencakup visi dan strategi pemberdayaan perempuan
(Marsan et al., 2022).

Sesuai  Instruksi  Presiden  9/2000  tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional (Ministry of National Development Planning,
2013), kementerian dan pemerintah daerah dan
provinsi wajib menerapkan pengarusutamaan gender
dalam seluruh tahapan pembangunan nasional,
termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan dan program.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan
antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam
mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan,
serta meningkatkan partisipasi dan kendali perempuan
dalam proses pembangunan.

Kesetaraan gender juga diprioritaskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia
tahun 2020-2024. Kesetaraan gender adalah salah
satu dari empat aspek pengarusutamaan rencana
tersebut, yang menyoroti pentingnya kebijakan
responsif gender, pengumpulan dan pemanfaatan data
terpilah berdasarkan jenis kelamin, dan kebutuhan
untuk memastikan bahwa perempuan berpartisipasi
dan mendapatkan akses terhadap sumber daya
ekonomi. Kesetaraan gender juga ditekankan dalam
strategi pengembangan sumber daya manusia dalam
rencana tersebut, dengan fokus pada perlunya
mengarusutamakan gender dalam pembangunan
dan mengatasi kekerasan berbasis gender (Republik
Indonesia, 2020).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) juga
diintegrasikan ke dalam pembuatan kebijakan di
Indonesia. Misalnya, SDG ke-5 tentang kesetaraan
gender merupakan salah satu target nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 sebagaimana ditegaskan melalui
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang
Implementasi  Pencapaian SDG. RPJMN 2020-
2024 juga mengintegrasikan isu pengarusutamaan
gender ke dalam kebijakan pembangunan nasional
(Hardiyanto et al., 2021). Strategi Nasional Percepatan
Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender telah diselaraskan
dengan SDG pada tahun 2018. Ada juga penghargaan
Anugrah Parahita Ekapraya yang diberikan kepada

kementerian sebagai pengakuan atas upaya
pengarusutamaan gender mereka. (ASEAN, 2021).

Aspek penting yang meningkatkan pemberdayaan
ekonomi perempuan di suatu negara adalah adanya
kesatuan definisi mengenai pengusaha perempuan.
Hal ini penting untuk pengumpulan data ekonomi
terpilah gender di berbagai bidang seperti bisnis,
perdagangan, dan pengadaan publik. Hal ini juga
membantu  dalam  menganalisis sejauh  mana
perempuan berpartisipasi dalam perekonomian dan
dalam bentuk apa. Tanpa definisi yang jelas, akan
sulit untuk membuat kebijakan yang berdampak pada
bisnis milik perempuan dengan baik. Di Indonesia,
Peraturan Presiden No 2/2022 (ADB, akan datang-a)
memberikan definisi terhadap pengusaha perempuan
sebagai mereka yang memenuhi dua kriteria berikut:

e Memiliki dan mengelola paling sedikit satu usaha
yang telah terdaftar dalam sistem perizinan
berusaha yang terintegrasi secara elektronik

e Memiliki usaha dengan kepemilikan modal usaha
minimal 51 persen dari usaha.

Pengaturan kelembagaan untuk kesetaraan gender
yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan
di tingkat sektoral juga penting untuk mendukung
perempuan dalam kehidupan ekonomi. Misalnya,
Platform Jaringan Gender Indonesia terdiri dari lebih
dari 20 serikat dagang, dunia usaha, pengusaha,
organisasi non-pemerintah, serta organisasi dan
lembaga lain yang aktif di sektor garmen. Kementerian
Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, dan Komnas Perempuan juga
terlibat dalam platform ini, yang melakukan penelitian
dan kegiatan peningkatan kapasitas. Salah satu tujuan
dari platform ini adalah untuk mempromosikan zona
bebas dari kekerasan berbasis gender, termasuk
kekerasan berbasis gender dalam  perjanjian
perundingan bersama, dan untuk mengembangkan
pedoman pengusaha mengenai isu ini. (ILO, 2021a.)

Meskipun ada pengenalan kebijakan-kebijakan
positif yang bersifat spesifik sektoral, permasalahan-
permasalahan utama masih tetap ada, termasuk
kurangnya integrasi dan saling melengkapi antar
instrumen kebijakan yang berbeda, dan tumpang
tindihnya program-program di tingkat nasional dan
regional. Geografi negara juga mempersulit penegakan
hukum. Oleh karena itu, diperlukan sistem nasional
yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan komitmen gender yang perlu didukung
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oleh kapasitas kelembagaan dan anggaran (Hardiyanto
et al., 2021).

2.2. KETIMPANGAN GENDER DALAM
KEHIDUPAN EKONOMI DAN
SOSIAL

Bagian inimengulas indikator-indikator gender utama
mengenai kemampuan, akses terhadap sumber
daya, dan domain keamanan.® Di Indonesia, 7.4
persen perempuan (4.2 persen laki-laki) di pedesaan
dan 2.8 persen perempuan (1.4 persen laki-laki) di
perkotaan buta huruf (BPS, 2022a). Jumlah laki-laki
yang merupakan lulusan sekolah menengah atas
relatif lebih tinggi, sedangkan lulusan universitas
sedikit lebih banyak terdapat pada kalangan
perempuan dibandingkan laki-laki (Gambar 1).

Perempuan mempunyai tingkat pendidikan yang
sebanding dengan laki-laki di Indonesia, namun
hal ini tidak berarti tingkat partisipasi angkatan
kerja perempuan sangat tinggi.® Indonesia berada
di belakang negara-negara Asia seperti Kamboja,
Vietnam, Singapura, Tiongkok, dan Thailand dalam
hal tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
Pada tahun 2022, 53.4 persen perempuan usia
kerja di Indonesia berpartisipasi di pasar tenaga
kerja dibandingkan dengan 83.9 persen laki-laki.
Di antara populasi yang tidak aktif secara ekonomi,
77.1 persen perempuan melakukan pekerjaan rumah
tangga,’® menunjukkan bahwa pekerjaan rumah
tangga yang tidak dibayar mungkin berperan dalam
keputusan perempuan untuk tidak berpartisipasi
dalam pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran di
Indonesia hampir sama baik untuk laki-laki maupun

Gambar 1. Indonesia: Pencapaian pendidikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, 2021 (persentase)
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Sumber: BPS (2022a).

Domain kemampuan mengacu pada kemampuan dasar manusia seperti pengetahuan dan kesehatan. Domain akses terhadap

sumber daya dan peluang mengacu pada kondisi yang memungkinkan individu memperoleh penghidupan yang layak bagi dirinya
dan keluarganya dengan mengakses aset dan sumber daya ekonomi, dan dengan menggunakan kekuasaan dalam pengambilan
keputusan. Domain keamanan mengacu pada kerentanan terhadap kekerasan dan konflik (UNCTAD, 2022).

Berdasarkan data tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-98 dalam hal partisipasi angkatan kerja perempuan di antara

188 negara yang tercakup dalam database indikator Pembangunan Dunia Bank Dunia (diakses 10 April 2023). Rata-rata dunia

adalah 47.1 persen.
0 Dihitung menggunakan data dari BPS (2023).
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perempuan, masing-masing sebesar 5.8 dan 5.9
persen.'

Tabel 1 menyajikan berbagai indikator gender
mengenai partisipasi dalam pengambilan keputusan,
penggunaan teknologi, dan akses terhadap
keuangan di Indonesia. Kekuasaan perempuan
dalam pengambilan keputusan sangat penting bagi
keberhasilan partisipasi mereka dalam perdagangan
karena beberapa alasan. Perempuan dapat dilibatkan
dalam perancangan dan implementasi kebijakan,
program, dan instrumen terkait isu perdagangan
dengan berpartisipasi dalam badan politik dan
pembuat kebijakan. Perempuan dapat menyuarakan
kebutuhan pekerja perempuan dengan menduduki
posisi manajerial di perusahaan. Perempuan dapat
melakukan kontrol atas sumber daya rumah tangga
dan berpartisipasi dalam pekerjaan berbayar dengan
cara diberdayakan dalam rumah tangga mereka. Di
Indonesia, perempuan memiliki tingkat keterwakilan
politik yang relatif lebih tinggi di dewan daerah
dibandingkan di tingkat nasional. Tingkat partisipasi
perempuan pada jabatan di tingkat menteri (17
persen) lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Asia
Selatan, Asia Timur, dan Pasifik (keduanya sebesar
11 persen), sementara tingkat partisipasi mereka di
parlemen nasional sama dengan di Asia Timur dan
Pasifik tetapi sedikit lebih tinggi dibandingkan di Asia
Selatan.?

Akses terhadap keuangan sangat penting bagi
petani dan pemilik usaha perempuan untuk memulai
atau memperluas usaha mereka, karena mereka
seringkali memiliki sumber daya dan aset yang lebih
sedikit dibandingkan laki-laki. Sekitar 50 persen
perempuan dan laki-laki Indonesia memiliki rekening
di lembaga keuangan (tabel 1). Namun, pinjaman,
terutama dari lembaga keuangan, cukup terbatas
bagi laki-laki dan perempuan, dibandingkan dengan
kepemilikan rekening. Perempuan lebih banyak
meminjam dari lembaga keuangan atau lembaga
penyimpanan dibandingkan laki-laki. Hal ini mungkin

mencerminkan kebutuhan mereka akan dana yang
lebih besar. Pada saat yang sama, perilaku menabung
atau meminjam untuk tujuan investasi kurang lazim di
kalangan perempuan dibandingkan laki-laki.

Distribusi  lapangan kerja berdasarkan aktivitas
ekonomi menunjukkan pola gender yang jelas. Pada
tahun 2022, sekitar 58 persen perempuan yang
bekerja berada di sektor jasa dibandingkan dengan 43
persen laki-laki yang bekerja. Sekitar 25 persen pekerja
perempuan dan 31 persen pekerja laki-laki bekerja di
bidang pertanian. Sektor industri memiliki porsi yang
sama (16 persen) dalam hal lapangan kerja bagi laki-
laki dan perempuan.'®

Dalam hal subsektor, pertanian, perdagangan grosir
dan ritel, manufaktur, jasa akomodasi dan makanan,
serta pendidikan, dalam urutan menurun, merupakan
sektor pekerjaan teratas bagi perempuan (Gambar 2).
Dalam sektor manufaktur, subsektor produk makanan,
pakaian jadi, dan tekstil merupakan subsektor yang
paling penting bagi lapangan kerja perempuan. '

Perbedaan struktur ketenagakerjaan sektoral antara
perempuan dan laki-laki tercermin dalam intensitas
ketenagakerjaan perempuan (yaitu porsi perempuan
dalam total lapangan kerja) di masing-masing sektor
(gambar 3). Oleh karena itu, kesehatan, pendidikan,
jasa akomodasi dan makanan, perdagangan grosir
dan ritel, serta manufaktur merupakan sektor yang
sangat padat karya perempuan, sedangkan konstruksi,
transportasi dan pergudangan, serta sektor industri
selain manufaktur merupakan sektor padat karya laki-
laki.

Di Indonesia, 40 persen laki-laki dan 34 persen
perempuan mempunyai pekerjaan berupah dan
bergaji sebagai pekerja, yang dianggap sebagai
bentuk pekerjaan yang relatif lebih stabil dan dapat
diandalkan (gambar 4). Pekerjaan mandiri, salah satu
bentuk pekerjaan yang rentan, juga umum dilakukan
baik oleh perempuan (23 persen) maupun laki-laki

" Statistik BPS, lihat https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekView Tab3 (diakses 10 April 2023).

Menurut Database Gender Bank Dunia (diakses 10 April 2023). Untuk melihat negara-negara yang sesuai dengan masing-masing

kelompok, lihat https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

(diakses 17 Agustus 2023).
'8 Dihitung berdasarkan BPS (2022c).

Subsektor manufaktur yang relatif lebih signifikan bagi laki-laki adalah produk makanan, produk kayu, produk mineral bukan log-

am, pakaian jadi, dan tekstil. Data subsektor manufaktur merupakan tahun 2015, tahun terakhir yang tersedia untuk data tersebut

di basis data ILOStat (diakses 10 April 2023).
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Tabel 1. Indonesia: Indikator gender terpilih mengenai akses terhadap sumber daya dan kekuasaan
pengambilan keputusan

Ketimpangan
Perempuan | Laki-laki gender (rasio
(persen) (persen) perempuan/laki-
1))

Perusahaan dengan manajer tingkat tinggi perempuan (persentase 99 1

§ perusahaan), 2015***
*g_ Proporsi perempuan yang menduduki posisi setingkat menteri, 171
P 2020 ‘
g Pro . . . . .
= p(1rS| kursi yang dipegang oleh perempuan di Parlemen Nasional, 216 78.4 0.28
= 2019
(1]
S Porsi perwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 20.9 79.1 0.26
N 2019*
PorS|*Iieterwak|Ian perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 309 69.1 0.45
2019
= Tingkat akses internet dalam tiga bulan terakhir, 2022** 53.5 69.4 0.77
g5
cS
éé Tingkat kepemilikan ponsel, 2022** 62.9 72.8 0.86
=)
[T L
& Tingkat penggunaan komputer, 2022** 10.8 1141 0.97
Kepemilikan rekening di lembaga keuangan, 2021 51.7 49.3 1.05
Kepemilikan rekening ponsel, 2021 9.9 8.6 1.15
Kepemilikan akun, 2021 52.3 51.2 1.02
Melakukan pembayaran digital, 2021 29.0 29.2 0.99
§ Meminjam uang apa pun dari lembaga keuangan formal atau 16.7 96 174
§ menggunakan rekening ponsel, 2021 ' ' '
D
= Dipinjam dari kelompok simpanan, 2021 9.6 52 1.85
Dipinjam dari toko dengan cara membeli secara cicilan, 2014 6.1 7.6 0.80
Dipinjam dari keluarga atau teman, 2021 26.6 31.2 0.85
Dipinjam untuk memulai, mengoperasikan, atau memperluas
pertanian atau bisnis, 2017 113 lad Bt
Ditabung untuk memulai, mengoperasikan, atau memperluas 15.9 242 0.66

pertanian atau bisnis, 2017

Sumber: *Inter-Parliamentary Union; ** BPS (2023); *** Basis Data Gender Bank Dunia. Seluruh indikator dengan judul Keuangan
berasal dari Global Findex Database Bank Dunia.

Catatan: Ketimpangan gender mengacu pada ketimpangan antara perempuan/anak perempuan dan laki-laki/anak laki-laki dalam hal
tingkat partisipasi, akses, hak, remunerasi, atau manfaat dalam berbagai domain kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di masyarakat.
Cara sederhana untuk mengukurnya adalah dengan melihat rasio pencapaian perempuan terhadap laki-laki untuk suatu indikator
tertentu, yang juga dikenal sebagai indeks paritas gender.
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Gambar 2. Indonesia: Komposisi lapangan kerja berdasarkan sektor dan jenis kelamin, 2022 (persen)
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Gambar 3. Indonesia: Intensitas ketenagakerjaan perempuan berdasarkan sektor, 2022 (persen)
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Gambar 4. Indonesia: Komposisi lapangan kerja berdasarkan status pekerjaan dan jenis kelamin, 2022 (persen)
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(22 persen). Berkontribusi pada pekerjaan keluarga, persen dari seluruh start-up. Indonesia memiliki
yang merupakan komponen lain dari pekerjaan lingkungan kewirausahaan nasional yang baik,

rentan, hanya signifikan bagi perempuan (25 persen),
seperti yang biasa terjadi di sebagian besar negara
berkembang. Pekerjaan lepas lebih banyak dilakukan
oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Jumlah laki-
laki yang menjadi pemberi kerja secara signifikan
lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang mungkin
dianggap sebagai representasi dari kewirausahaan
dan juga pekerjaan mandiri. Pola status pekerjaan ini
sebagian tercermin dalam ketimpangan gender dalam
pekerjaan informal: 64 persen perempuan bekerja
secara informal dibandingkan dengan 56 persen laki-

laki di Indonesia pada tahun 2022.'°

2.3. KEWIRAUSAHAAN DAN
KESETARAAN GENDER

Kegiatan kewirausahaan di Indonesia terkonsentrasi
terutama pada layanan konsumen, yang menyumbang
88 persen dari jumlah start-up pada tahun 2022.
Sebaliknya, layanan bisnis hanya menyumbang 2

5 Statistik BPS (diakses 10 April 2023).

menurut asesmen para pakar nasional, dengan skor
cukup atau lebih baik pada 11 dari 13 kondisi kerangka
kewirausahaan (GEM, 2023).

2.3.1. Ciri-ciri perempuan pengusaha

Indonesia memiliki reputasi yang baik dalam hal
kesetaraan gender dalam kegiatan kewirausahaan.
Namun, perlu dicatat bahwa kebutuhan merupakan
pendorong yang lebih besar terhadap Kkegiatan
kewirausahaan bagi perempuan dibandingkan laki-
laki (kotak 1). Sebagai cerminan dari kewirausahaan
berbasis kebutuhan, perempuan memiliki 42 persen
usaha mikro dibandingkan dengan 30 persen usaha
kecil (UN Women, 2020).'®

Pada tahun 2022, Indonesia termasuk di antara
empat negara (dari 49 negara yang dicakup dalam
survei Global Entrepreneurship Monitor) dengan
tingkat total kegiatan kewirausahaan perempuan lebih
tinggi dibandingkan laki-laki dan perempuan lebih

16 Usaha mikro memiliki empat pekerja atau kurang, dan usaha kecil memiliki kurang dari 20 pekerja (UN Women, 2020).
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Kotak 1. Apa yang memotivasi perempuan dan laki-laki menjadi wirausaha di Indonesia?

Perempuan lebih banyak menyebut kelangkaan pekerjaan sebagai motivasi utama penciptaan usaha dibandingkan laki-laki di
Indonesia. Secara khusus, 75.8 persen perempuan pengusaha menyebutkan adanya kelangkaan pekerjaan dibandingkan dengan
66.7 persen pengusaha laki-laki. Dengan kata lain, kewirausahaan yang didorong oleh kebutuhan lebih banyak terjadi pada perempuan
dibandingkan laki-laki. Perempuan pengusaha terkonsentrasi di perdagangan grosir dan ritel dan jumlahnya melebihi laki-laki di sektor
ini, sementara hampir tidak ada perempuan yang melaporkan kegiatan bisnis start-up di bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
(GEM, 2021).

Berdasarkan temuan Future of the Business Survey, 54 persen perempuan pengusaha dan 48 persen pengusaha laki-laki
mempertimbangkan memiliki sumber pendapatan sebagai alasan utama untuk memulai usaha mereka Perempuan mengungkapkan
bahwa mengejar minat, menjadi lebih mandiri, dan memiliki keseimbangan kehidupan kerja adalah alasan utama lainnya untuk
memulai usaha. Laki-laki menganggap sikap lebih mandiri, melihat ceruk pasar (niche market), dan mengejar minat/hobi sebagai
alasan penting lainnya. Sekitar 70 persen dari kedua kelompok menyebutkan pendanaan mandiri sebagai sumber pendanaan utama
untuk memulai usaha mereka. Di antara pengusaha perempuan, 66 persen belajar dari sumber daring tentang manajemen usaha, 59
persen dari keluarga/teman, 36 persen dari pelatihan luring, dan 28 persen dari usaha lain.

! Temuan survei tersedia di www.oecd.org/sdd/business-stats/FBS-Indonesia.pdf. Respons dikumpulkan pada bulan Desember 2017

dan Januari 2018 dari pemilik usaha yang memiliki kehadiran digital di Facebook.

besar kemungkinannya untuk memulai usaha baru
dibandingkan laki-laki. Indonesia juga merupakan
salah satu dari lima negara di mana lebih banyak
perempuan dibandingkan laki-laki yang memiliki usaha
yang sudah mapan (GEM, 2023). Perempuan memiliki
kesetaraan dengan laki-laki sehubungan dengan
jumlah median investasi, dan 55.6 persen perempuan,
dibandingkan dengan 63.5 persen laki-laki, memiliki
fokus pasar lokal. Faktanya, perempuan 2.7 kali lebih
besar kemungkinannya dibandingkan laki-laki untuk
mengklaim kegiatan ekspor tingkat tinggi. Jumlah
perempuan (19 persen) yang melaporkan penawaran
bisnis inovatif relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki
(15.8 persen) (GEM, 2021). Oleh karena itu, secara
keseluruhan, perempuan lebih aktif dibandingkan laki-
laki dalam usaha dengan pertumbuhan tinggi dengan
produk-produk inovatif dan fokus pasar internasional
yang kuat.

Analisis data survei tahun 2015 dari basis data
Industri Kecil dan Mikro Badan Pusat Statistik (BPS)
menunjukkan bahwa pemilik usaha perempuan di
Indonesia lebih banyak berada di provinsi yang jauh dari
pusat bisnis Pulau Jawa dan terkonsentrasi di sektor
padat karya seperti tekstil, makanan, dan pakaian jadi
(Istiandari dan Anandhika, 2018). Tingginya kehadiran
perempuan di kalangan wirausaha juga merupakan
cerminan dari pembagian kerja berdasarkan gender
yang tradisional dalam rumah tangga. Di Indonesia,
dimana sebagian besar penduduknya menganggap
pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga sebagai

pekerjaan perempuan, dan dimana infrastruktur
pengasuhan anak berada di belakang negara-negara
dengan tingkat pembangunan yang sama, wirausaha
adalah jalan utama yang memungkinkan orang
tua, terutama perempuan, untuk menggabungkan
pekerjaan yang dibayar dengan pekerjaan rumah
tangga dan pengasuhan yang tidak dibayar (Elhan-
Kayalar et al., 2022).

2.3.2. Tantangan yang dihadapi perempuan
pengusaha

Ada beberapa faktor yang menghambat keberhasilan
perempuan sebagai wirausaha di Indonesia. Hal ini
mencakup kurangnya kesempatan pelatihan, kendala
hukum dan budaya, terbatasnya akses terhadap
keuangan, kesulitan mengakses informasi pasar dan
memperoleh daya saing, serta beban pekerjaan rumah
tangga yang berat. Kendala lainnya adalah kurangnya
pengalaman bisnis, peluang pengembangan bisnis,
dan akses terhadap pasar baru, menurut survei yang
dilakukan di Sumatera Utara (Rafiki and Nasution,
2019). Temuan dari survei terhadap perempuan
pengusaha di wilayah Jabodetabek menunjukkan
bahwa banyak dari mereka menjalankan usahanya
untuk bertahan hidup, dan mengatakan bahwa
terbatasnya akses terhadap keuangan merupakan
kendala paling serius bagi mereka. Hal ini terutama
disebabkan karena mereka kekurangan aset berharga
yang dapat dijadikan jaminan. Tidak satu pun dari
perempuan yang disurvei mengikuti program pelatihan
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kewirausahaan yang diprakarsai pemerintah karena
kurangnya informasi tentang program tersebut. Hal
ini menunjukkan pentingnya meningkatkan proses
diseminasi dan cakupan geografis program-program
tersebut (Tambunan, 2017).

Sebuah studi lapangan yang dilakukan di tiga sektor
ekspor utama (yaitu kopi, alas kaki, dan pakaian
jadi) menunjukkan bahwa pengusaha laki-laki dan
perempuan mengalami tantangan serupa namun
dengan tingkat yang berbeda (TPSA Project dan
AKATIGA Center for Social Analysis, 2018). Tantangan
umum ini mencakup kesulitan dalam mengakses
informasi pasar (misalnya lokasi pasar potensial), kredit
yang terjangkau, masukan berkualitas secara tepat
waktu, dan pelatihan yang praktis dan tepat sasaran,
termasuk pendampingan, di bidang usaha mereka.
Prosedur hukum yang panjang untuk mendapatkan
izin dan registrasi yang sesuai menimbulkan tantangan
umum lainnya. Namun, sebagai pemilik UKM,
perempuan lebih sulit mengakses bahan mentah dan
tenagakerjaterampil dibandingkan laki-laki. Perempuan
lebih besar kemungkinannya untuk meminta bantuan
dibandingkan laki-laki ketika mulai mengekspor atau
memperluas ekspor mereka, meskipun sebagian
besar dari mereka belum meminta bantuan tersebut.
Agar bantuan tersebut efektif, bantuan tersebut harus
bersifat spesifik pada sektor tertentu, berdasarkan
kebutuhan, praktis, dan dipadukan dengan informasi
pasar (TPSA Project dan AKATIGA Center for Social
Analysis, 2018).

2.3.3. Ketimpangan gender dalam hasil
kewirausahaan

Perempuan juga mengalami ketimpangan gender
dalam hasil ekonomi kewirausahaan di Indonesia.
Misalnya saja, perusahaan milik laki-laki memiliki jumlah
pekerja yang jauh lebih banyak dan nilai aset yang lebih
tinggi, sehingga rata-rata pendapatan perusahaan
empat kali lebih tinggi dibandingkan perusahaan milik
perempuan. Perusahaan-perusahaan tersebut juga
memiliki produktivitas dan margin keuntungan yang
lebih tinggi serta cakupan pemasaran yang lebih tinggi
dibandingkan perusahaan milik perempuan. Namun,
perusahaan milik perempuan memiliki jumlah pekerja
perempuan yang lebih besar dibandingkan perusahaan
milik laki-laki. Perempuan yang berpendidikan tinggi
lebih  cenderung menjadi pekerja dibandingkan
pemilik usaha, hal ini mungkin mencerminkan perilaku
menghindari risiko dari angkatan kerja perempuan
yang berpendidikan tinggi (Istiandari dan Anandhika,

2018). Hal ini mungkin juga terjadi karena perempuan
yang berpendidikan tinggi mungkin memiliki peluang
lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan tetap
sebagai pekerja, sementara perempuan yang
berpendidikan lebih rendah mungkin lebih bergantung
pada kewirausahaan karena kebutuhan.

Analisis terhadap pemilik usaha di pedesaan di Provinsi
Jawa Timur juga memberikan hasil serupa. Pengusaha
laki-laki memiliki keunggulan dibandingkan pengusaha
perempuan dalam sebagian besar indikator hasil
seperti pendapatan dan tabungan serta dalam banyak
indikator sumber daya seperti pendidikan, aset
usaha, dan kekayaan rumah tangga. Survei tersebut
juga mengungkapkan bahwa ketimpangan gender
dalam hasil kewirausahaan tetap ada bahkan setelah
memperhitungkan perbedaan sumber daya. Hal ini
menyiratkan bahwa kebijakan yang dirancang untuk
meningkatkan sumber daya perempuan mungkin
tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan gender
dalam hasil kewirausahaan. Penting juga untuk
mengatasi faktor sosio-kultural dan administratif yang
menyebabkan ketimpangan gender dalam kegiatan
kewirausahaan (Knowles, 2018).

Perempuan merupakan bagian terbesar dan terus
bertambah dalam populasi pekerja mandiri  di
Indonesia, namun usaha mereka lebih kecil dan kurang
produktif dibandingkan usaha laki-laki. Oleh karena
itu, kebijakan-kebijakan yang menyasar pengusaha
perempuan di Indonesia mempunyai potensi lebih
besar untuk memberantas kemiskinan, karena
perempuan-perempuan tersebut terkonsentrasi pada
kelompok terbawah dalam piramida kewirausahaan.
Sebuah studi lapangan yang komprehensif di
Indonesia menemukan bahwa program-program
untuk pengusaha perempuan memberikan hasil yang
kurang optimal karena program-program tersebut
tidak mampu menyasar perusahaan-perusahaan
yang tepat, dan kebijakan-kebijakan dirancang untuk
melayani semua pengusaha perempuan dengan
pendekatan yang terstandar, terutama berfokus pada
pengentasan kemiskinan (World Bank, 2016). Sekitar
15 persen perempuan pengusaha yang diidentifikasi
dalam survei lapangan berorientasi pada pertumbuhan
(yaitu sangat mungkin untuk mengembangkan usaha
mereka), dan memiliki kebutuhan yang tidak terpenunhi
oleh program standar, yang tidak memenuhi kebutuhan
usaha namun berfokus pada pengentasan kemiskinan.
Program pelatihan dan pengembangan keterampilan
membantu mengalihkan wirausaha yang berorientasi
pada kebutuhan dari sektor yang bernilai tambah




2. PROFIL SOSIAL EKONOMI DAN GENDER INDONESIA

1

rendah dan sangat kompetitif (misalnya produksi
makanan dan salon kecantikan) ke sektor yang bernilai
tambah lebih tinggi (misalnya manufaktur dan teknologi
informasi dan komunikasi). Namun, wirausahawan

Seperti di sebagian besar negara, perempuan di
Indonesia mengalami peningkatan beban kerja tidak
berbayar yang tidak proporsional akibat pandemi
COVID-19. Misalnya, penutupan sekolah dan pusat

yang berorientasi pada pertumbuhan terutama
membutuhkan layanan konsultasi manajemen (World
Bank, 2016).

perawatan mempunyai dampak buruk terhadap
partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Namun,
pberbeda dengan hilangnya pekerjaan yang relatif
lebih besar bagi perempuan di banyak negara, laki-
laki Indonesia mengalami kehilangan pekerjaan yang
lebih parah dibandingkan perempuan Indonesia
akibat pandemi ini. Di sisi lain, perempuan pengusaha
menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan
laki-laki, dan e-commerce menjadi strategi untuk

mengatasinya (Kotak 2).

2.3.4. Pandemi COVID-19 dan perempuan
pengusaha

Pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun
2020 mengakibatkan penerapan pembatasan sosial,
lockdown, dan penutupan perbatasan di seluruh dunia
yang mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan
sosial.

Kotak 2. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap perempuan dan laki-laki di Indonesia?

Berdasarkan analisis data survei angkatan kerja nasional dari tahun 2016 hingga 2020, pandemi COVID-19 berdampak buruk
terhadap lapangan kerja bagi laki-laki di seluruh Indonesia, namun dampaknya lebih parah terjadi di wilayah perkotaan. Pandemi ini
mempersempit ketimpangan gender dalam lapangan kerja melalui “efek tambahan pekerja”, yang terutama didorong oleh peningkatan
lapangan kerja bagi perempuan yang tidak memiliki pendidikan sekolah menengah atas di daerah pedesaan dan memasuki pekerjaan
informal, pekerjaan di bidang pertanian, atau pekerjaan keluarga yang tidak dibayar (misalnya, pembuatan makanan untuk keluarga)
untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan keluarga. Namun, kualitas pekerjaan memburuk, baik perempuan maupun laki-laki
bekerja lebih sedikit dan menerima upah lebih rendah selama pandemi (Halim et al., 2023).

Meskipun pandemi ini berdampak pada laki-laki dan perempuan sebagai pengusaha, jumlah perempuan pengusaha yang mengalami
penurunan pendapatan dan keuntungan relatif lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini karena pandemi ini memberikan dampak
yang lebih parah pada sektor-sektor dimana perempuan pengusaha terkonsentrasi (misalnya, pariwisata, perdagangan ritel) melalui
pembatasan sosial dan tindakan di perbatasan serta kontraksi permintaan. Kendala gender yang umum terjadi, seperti kesulitan
dalam akses terhadap layanan dan aset keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, dan jaringan bisnis, serta rendahnya tingkat
keterampilan, semakin memperburuk dampak buruk pandemi ini dan mengakibatkan penutupan permanen usaha mikro, kecil dan
menengah milik perempuan. Hal ini terutama terjadi pada sektor garmen, tekstil, alas kaki, ritel, grosir, akomodasi, dan restoran
(Yaumidin, 2021). Sektor kelapa sawit tetap beroperasi namun terkena dampak negatif dari menurunnya permintaan di pasar ekspor
utama Indonesia. Sebagian besar pekerja di industri garmen diwajibkan untuk bekerja tanpa perlindungan kesehatan yang memadai,
sementara sektor ini terkena dampak buruk dari pembatalan pesanan karena tindakan lockdown di luar negeri (Dekker, 2020).

Pandemi COVID-19 menarik banyak perempuan ke pasar tenaga kerja, termasuk e-commerce, karena kebutuhan. Analisis
komprehensif terhadap catatan administratif, data survei, dan wawancara dengan para pedagang menunjukkan bahwa usaha milik
perempuan mengalami penurunan jumlah pekerja yang lebih besar dibandingkan usaha milik laki-laki, dan persaingan pada platform
e-commerce juga semakin ketat. Dalam hal strategi mitigasi krisis, perempuan lebih mungkin mengurangi pengeluaran pribadi dan
menggunakan bantuan pemerintah dibandingkan laki-laki (Elhan-Kayalar et al., 2022). Data survei yang dikumpulkan di salah satu
platform e-commerce terbesar di Indonesia pada bulan Desember 2020 juga mengungkapkan bahwa ketimpangan gender masih
ada dalam kinerja penjualan. Survei ini juga menemukan bahwa pengusaha perempuan lebih cenderung mengajukan permohonan
bantuan pemerintah dan menyimpan bantuan yang diterima, dan mereka lebih menyukai bantuan tunai dibandingkan pengusaha
laki-laki (World Bank, 2022). Faktanya, penjualan perempuan turun sebesar 44 persen selama pandemi, menurut data penjual yang
dikumpulkan melalui platform Lazada, di mana sepertiga penjualnya adalah perempuan sebelum dan selama pandemi. Meskipun
jumlah penjual perempuan tidak berubah, nilai dagangan bruto mereka turun dari 164 menjadi 120 persen dibandingkan laki-laki
selama pandemi (IFC, 2021).
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3. STRUKTUR PERDAGANGAN INDONESIA

Bagian ini menyajikan gambaran umum struktur
perdagangan di Indonesia sehubungan dengan
kelompok produk dan mitra dagang. Indonesia
mengalami surplus perdagangan sebesar USD54.5
miliar pada tahun 2022 (tabel 2), dan terutama
mengekspor bahan bakar mineral, pelumas, dan
bahan terkait, khususnya batu bara dan gas, serta
barang-barang manufaktur seperti garmen dan sepatu
olahraga. Diikuti oleh ekspor minyak hewani dan
nabati, khususnya ekspor minyak sawit, mesin dan alat
angkut seperti kendaraan bermotor roda empat dan
peralatan listrik, serta aneka barang manufaktur.

Selama tahun 2020-2022, kategori produk seperti
makanan dan hewan hidup, minuman dan tembakau,
serta bahan mentah dan barang manufaktur berbasis
sumber daya seperti minyak hewani dan nabati, dua
kategori terendah dalam hal kandungan nilai tambah,
mencakup setengah dari ekspor barang dagangan.
Produk-produk seperti mesin dan barang-barang
manufaktur lain-lain, yang menggunakan teknologi
menengah dan tinggi untuk produksinya, menyumbang
seperempat dari ekspor barang dagangan, sementara
ekspor manufaktur berteknologi rendah seperti barang-
barang manufaktur berdasarkan bahan berjumlah 18
persen dari ekspor barang dagangan (Gambar 5). Dari
segi produk ekspor, Tabel 3 mencantumkan 10 barang
teratas yang diekspor Indonesia pada tahun 2022
dengan tingkat disagregasi lebih rinci.

Antara tahun 2020 dan 2022, impor barang dagangan
utama Indonesia adalah mesin dan peralatan
transportasi seperti peralatan mekanik, mesin listrik,
dan kendaraan bermotor, yang mencakup hampir
sepertiga dari total impor Indonesia. Hal ini diikuti oleh
barang-barang manufaktur seperti tekstil, bahan kimia
dan produk-produk terkait seperti pupuk dan semen,
serta bahan bakar mineral seperti produk minyak dan
gas, dengan masing-masing kategori menyumbang
sekitar 15 persen dari impor barang dagangan
Indonesia.

Indonesia terutama mengekspor ke pasar terdekat.
Misalnya, Asia merupakan tujuan ekspor utama
Indonesia, khususnya Chinadan kawasan Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang
merupakan pasar penting. Diikuti oleh Amerika Utara
dan kemudian Eropa. Afrika, Australia dan Oseania,
serta Amerika Latin dan Karibia mewakili pasar yang
jauh lebih kecil bagi Indonesia (Tabel 4). Kawasan
Asia juga merupakan mitra dagang penting dalam hal
impor barang dagangan yang masuk ke Indonesia,
khususnya dari China dan Singapura. Serupa dengan
ekspor, Amerika Utara dan Eropa merupakan pemasok
terpenting kedua dan ketiga bagi Indonesia.

Ekspor jasa tidak memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap total ekspor Indonesia, yaitu hanya sebesar
10 persen pada tahun 2019-2021."" Jasa perjalanan
menyumbang lebih dari 40 persen total ekspor jasa,

Tabel 2. Indonesia: Indikator perdagangan utama, 2022

Total ekspor barang

Total impor barang
Neraca perdagangan bersih barang

PDB

291.9 22
237.4 18
54.5 4
1,317

Sumber: Perhitungan sekretariat UNCTAD berdasarkan data Buku Statistik Tahunan Indonesia 2023.

7 Perhitungan sekretariat UNCTAD berdasarkan basis data UNCTADStat (diakses 26 April 2023).




3. STRUKTUR PERDAGANGAN INDONESIA

13

yang mewakili sektor pariwisata yang besar di negara
ini. Jasa informasi, komunikasi, dan teknologi (TIK)
menyumbang 7 persen dari total ekspor jasa pada
tahun 2019-2021. Jasa lainnya — yang mencakup

jasa konstruksi, asuransi dan pensiun, jasa keuangan,
pungutan atas penggunaan kekayaan intelektual, dan
lain-lain — mewakili kategori ekspor jasa terbesar kedua
di Indonesia.

Gambar 5. Indonesia: Ekspor barang dagangan menurut kelompok produk, rata-rata tiga tahun, 1999-2001 dan

2020-2022 (besar persen)
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Sumber: Buku Statistik Tahunan Indonesia (2002, 2023).
Tabel 3. Indonesia: 10 produk ekspor teratas tahun 2022

Miliaran dolar AS R
ekspor (persen)

Batu bara 46.7 16
Minyak sawit 29.6 10.1
Besi dan baja 28.5 9.7
Gas 9.8 3.3
Bijih tembaga 9.2 3.1
Kimia dasar organik pertanian 8.4 2.8
Peralatan listrik 8.3 2.8
Pakaian (konveksi) tekstil 7.9 2.7
Batu bara muda (Lignite) 7.8 2.6
Sepatu olahraga 5.7 1.9

Sumber: Buku Statistik Tahunan Indonesia 2023.
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Tabel 4. Indonesia: Komposisi geografis ekspor dan impor barang dagangan, 1999-2001 dan 2020-2022

Ekspor barang dagangan

Miliaran dolar Besar persen Miliaran dolar Besar persen Perubahan
AS, 1999-2001 P AS, 2020-2022 P persen

Asia 64% 165.7 72%

Afrika 1.1 2% 6.4 2.8% 474
Australia dan Oceania 1.6 3% 4 1.8% 151
Amerika Utara 8 14% 25.2 11% 212
Amerika Latin dan Karibia 0.9 2% 4.6 2% 385
Uni Eropa 7.8 14% 17.4 7.6% 123

Impor barang dagangan

Asia 61% 141.2 74%
Afrika 0.9 3% 6.3 3%
Australia dan Oceania 1.8 6% 9.1 5%
Amerika Utara 3.6 12% 12.7 7%
Amerika Latin dan Karibia 0.5 2% 6 3%
Uni Eropa 4 13% 10.9 6%

Sumber: Buku Statistik Tahunan Indonesia (2002, 2023).

Miliaran dolar Besar persen Miliaran dolar Besar persen Perubahan
AS, 1999-2001 AS, 2020-2022 persen
18

589

389

251

1025

174
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4. PEREMPUAN PENGUSAHA DAN PEKERJA DI
PERDAGANGAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS
TERPILIH

Beberapa studi telah mendokumentasikan dampak
positif liberalisasi perdagangan terhadap kesetaraan
gender di Indonesia. Misalnya saja, di daerah-daerah
yang lebih rentan terhadap penurunan tarif masukan
impor, terdapat dampak positif terhadap partisipasi
perempuan dalam pekerjaan berbayar dan dampak
negatif terhadap tingkat partisipasi mereka dalam
pekerjaan rumah tangga.’® Dampak ketenagakerjaan
ini mencerminkan peralihan nyata perempuan
dari pekerjaan rumah tangga ke pekerjaan pasar,
bukan hanya bekerja beberapa jam sambil tetap
menjadikan pekerjaan rumah tangga sebagai aktivitas
utama mereka. Hal ini juga tampaknya disebabkan
oleh perluasan sektor-sektor yang padat karya
perempuan menyusul pemotongan tarif masukan dan
pengurangan segregasi gender sektoral di kalangan
pekerja berketerampilan rendah. Pengurangan tarif
keluaran dan peningkatan kompetisi asing mempunyai
dampak yang lemah terhadap pola ketenagakerjaan
laki-laki dan perempuan. Penurunan angka kesuburan
dan penundaan pernikahan merupakan dampak
positif gender lainnya dari liberalisasi perdagangan di
Indonesia (Kis-Katos et al., 2018a).

Partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat
perlahan di Indonesia setelah tahun 2000, namun
peran relatif perdagangan internasional menurun
dalam hal meningkatkan kesempatan kerja bagi
perempuan dari tahun 2000 hingga 2010. Penurunan
kebutuhan tenaga kerja perempuan di sektor-sektor
yang berorientasi ekspor terutama disebabkan oleh
peningkatan pangsa sektor pertambangan yang
didominasi laki-laki dalam total ekspor. Faktanya,
intensitas pekerjaan perempuan meningkat terutama
di sektor-sektor yang relatif mengalami penurunan

perdagangan internasional antara tahun 2000 dan
2010 (Kis-Katos et al., 2018b).

Bagian ini menyajikan kasus-kasus sektoral yang dipilih
dari berbagai sektor perekonomian (yaitu, pertanian,
industri, jasa) untuk menjelaskan hubungan antara
perdagangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan
serta pengembangan kewirausahaan di Indonesia.
Studi kasus sektor ini dipilih karena tingginya tingkat
lapangan kerja perempuan di sektor-sektor tersebut
dan kontribusinya terhadap komposisi perdagangan
Indonesia. Analisis ini didasarkan pada tinjauan studi
yang ada dan data sekunder yang tersedia.

4.1. PERTANIAN: SEKTOR KELAPA
SAWIT

Setelah jasa, pertanian merupakan sektor ekonomi
terpenting kedua bagi lapangan kerja perempuan
di Indonesia, seperti yang ditunjukkan pada Bagian
2. Produk pertanian utama Indonesia adalah minyak
sawit,” bungkil inti sawit (palm kernel), karet, coklat,
kopi, teh dan tembakau (FAO, 2019).

4.1.1. Sektor kelapa sawit di Indonesia

Kelapa sawit, tanaman ekspor utama di Indonesia,
sangat melekat dalam rantai nilai global dan secara
langsung atau tidak langsung berdampak pada
penghidupan 16.2 juta orang di negara ini. Sektor
ini  dianggap sebagai sektor strategis karena
kontribusinya terhadap ekspor, penciptaan lapangan
kerja, pembangunan pedesaan, dan pengentasan
kemiskinan. Sektor kelapa sawit juga merupakan sektor
yang sangat diperdebatkan karena dampak buruknya
terhadap lingkungan (misalnya, penggundulan hutan,

Angka ini diukur berdasarkan persentase penduduk usia kerja yang melaporkan pekerjaan rumah tangga sebagai aktivitas utama

mereka selama minggu sebelumnya. Perlu dicatat bahwa partisipasi dalam pekerjaan dan pekerjaan rumah tangga tidak saling

eksklusif satu sama lain. Oleh karena itu seseorang dapat melaporkan pekerjaan rumah tangga sebagai aktivitas utamanya dan

sekaligus bekerja selama satu jam atau lebih selama seminggu terakhir (Kis-Katos et al., 2018a).

Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak nabati yang paling banyak digunakan di dunia, penggunaannya mulai dari memasak

dan untuk segala jenis makanan (misalnya pencernaan, makanan anjing) hingga bahan bakar hayati (biofuel) dan berbagai produk

perawatan dan kecantikan. (Breucker, n.d.).
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hilangnya keanekaragaman hayati) dan dampak sosial
(misalnya, kondisi kerja yang buruk) (Azahari, 2022).

Terdapat pembagian kerja berdasarkan gender yang
jelas di sektor kelapa sawit di Indonesia. Perempuan
berpartisipasi sebagai petani kelapa sawit, karyawan,
dan pekerja perkebunan kelapa sawit (Azahari, 2022).
Meskipun pertanian kelapa sawit bersifat padat karya
laki-laki, jumlah perempuan dalam pekerjaan agronomi
meningkat dari 10.9 persen pada tahun 2010 menjadi
56.5 persen pada tahun 2020 di 22 provinsi (dari 38
provinsi) yang mengalami perluasan produksi kelapa
sawit. (Mardiharini et al., 2021).

Pada tahun 2021, perkebunan swasta (55 persen),
perkebunan pemerintah (3.8 persen), dan perkebunan
rakyat (41.2 persen) memiliki total lahan seluas
14,621,693 hektar (BPS, 2022c).2° India, China,
Pakistan, dan Amerika Serikat merupakan pasar
ekspor utama produk kelapa sawit Indonesia (BPS,
2023).

Partisipasi perempuan di sektor kelapa sawit

Pekerjaan lapangan sebagian besar dipisahkan
berdasarkan gender karena kurangnya mekanisasi
dan pemanenan yang didominasi laki-laki, karena
pekerjaan tersebut dianggap terlalu berat bagi
perempuan. Perempuan justru berperan aktif dalam
pengelolaan kelapa sawit, dan pasangan suami istri
memperlakukan perkebunan kelapa sawit sebagai
milik bersama dalam peran mereka sebagai pemilik
perkebunan. Baik perempuan maupun laki-laki aktif
sebagai petani dalam memonitor pekerjaan pemanen,
membawa buah ke pinggir jalan, dan memungut buah
yang jatuh, serta melakukan tugas pemeliharaan
(misalnya membersihkan semak belukar, memangkas
pohon, menyebarkan pupuk, menyemprot herbisida,
dan menggunakan pestisida) (Li, 2015).

Sebagai pekerja yang dibayar, laki-laki berkonsentrasi
pada tugas pemanenan dan perempuan biasanya
melakukan  kegiatan  pemeliharaan  (misalnya,
menyemprotkan pestisida atau menyebarkan pupuk)
(Sinaga, 2020). Laki-laki memiliki porsi pekerjaan tetap
yang lebih besar, sementara perempuan cenderung
terkonsentrasi pada pekerjaan lepas (misalnya,
bekerja kurang dari 20 hari per bulan). Perempuan
dan anggota keluarga lainnya juga membantu suami
atau anggota keluarga laki-laki mereka, tanpa dibayar,

dalam memenuhi target harian mereka sebagai pekerja
di perkebunan (Azahari, 2022). Oleh karena itu, karena
para perempuan dan anggota keluarga lainnya tidak
diberi kompensasi, pekerjaan mereka tidak terlihat.
Ada juga kesenjangan antara migran dari provinsi lain di
Indonesia dan non-migran atau penduduk lokal. Laki-
laki lokal dapat memperoleh pekerjaan panen dengan
gaji yang lebih baik dari petani kecil, sementara laki-
laki migran bekerja di perkebunan besar dengan upah
yang lebih rendah (Li, 2015).

Pekerja perempuan juga menghadapi beban
menggabungkan pekerjaan di perkebunan kelapa
sawit dengan pekerjaan di sisa lahan untuk
budidaya pangan dan pekerjaan rumah tangga dan
perawatan di rumah tangga yang tidak dibayar, yang
mengakibatkan kemiskinan waktu. Bahkan ketika
perempuan mempunyai waktu luang, jarang sekali
dialokasikan ke pekerjaan di luar pertanian. Hal ini
terjadi karena perempuan menghadapi hambatan
budaya dan kurangnya sumber daya manusia yang
diperlukan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan di
luar pertanian, terutama ketika tidak ada kebutuhan
yang mendesak. Selain itu, dibandingkan dengan
rumah tangga yang menanam tanaman tradisional
seperti karet, perempuan dalam rumah tangga yang
membudidayakan kelapa sawit memiliki tingkat
partisipasi yang lebih rendah dalam pengambilan
keputusan mengenai kegiatan penanaman dan
pengendalian pendapatan tanaman. Hal ini tampaknya
mencerminkan keterlibatan perempuan yang lebih
terbatas dalam pertanian kelapa sawit dibandingkan
tanaman tradisional (Mardiharini et al., 2021).

Petani perempuan di sektor kelapa sawit

Kelapa sawit telah menghasilkkan peningkatan
kesejahteraan seperti mata pencaharian baru dan
peluang kerja yang menguntungkan baik laki-laki
maupun perempuan. Namun hal ini menimbulkan
kerugian yang sangat besar bagi perempuan yang
bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga
dan ketahanan pangan rumah tangga mereka.
Misalnya, di Kalimantan Timur dan Barat, ketika
kelapa sawit menjadi sumber pendapatan utama, hal
ini mengakibatkan menurunnya pertanian subsisten
(misalnya, padi, sayuran) dan kegiatan berbasis hutan
(misalnya, mencari gaharu, damar, kayu, perikanan,
perburuan). Hal ini pada gilirannya meningkatkan

20 Ekspor minyak sawit mentah memiliki volume 25,624,258 ton dan nilai USD26,755,136.000 pada tahun 2021 (BPS, 2022b).




4. PEREMPUAN PENGUSAHA DAN PEKERJA DI PERDAGANGAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS TERPILIH 17

ketergantungan pada ekonomi tunai dan mengurangi
kendali rumah tangga terhadap ketahanan pangan
(Elmhirst et al., 2017b).

Negosiasi antara perusahaan dan masyarakat sering
kali tidak seimbang, sehingga menimbulkan kerugian
baik bagi perempuan maupun laki-laki, dan manfaat
hanya dinikmati oleh segelintir rumah tangga saja.
Perempuan mengalamilapisan ketimpangan tambahan
karena mereka dikucilkan dari lembaga-lembaga yang
mengatur kelapa sawit dan membingkainya sebagai
“urusan laki-laki”.

Skema petani kecil mengharuskan kepala rumah
tangga, sebagian besar laki-laki, untuk mendaftarkan
tanah atas nama mereka. Hal ini mempunyai dua
implikasi besar. Pertama, laki-laki memegang kendali
atas pendapatan dari lahan tersebut dan memiliki
kepemilikan formal atas tanah tersebut, tanpa
memandang siapa yang memilikinya sebelumnya.
Kedua, laki-laki secara otomatis menjadi anggota
koperasi dan asosiasi produsen yang memainkan
peran penting dalam pengelolaan dan monitoring. Hal
ini menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam
proses pengambilan keputusan (Li, 2015). Selain
itu, norma-norma gender tradisional menghalangi
perempuan untuk berperan aktif dalam proses-proses
tersebut (Elmhirst et al., 2017b).

Dalam kasus perkebunan kelapa sawit skala besar,
pengalihan lahan dari pemilik tanah adat ke perkebunan
menghapuskan  hak-hak  perempuan, generasi
muda, dan laki-laki non-elit yang tidak melakukan
kesepakatan dengan perusahaan perkebunan, dan
menutup pilihan pertanian yang beragam dan fleksibel
untuk generasi mendatang sekaligus memberi manfaat
kepada kelompok laki-laki elit yang dapat melakukan
kesepakatan tersebut dan mendapatkan kompensasi
yang baik dari mereka (Li, 2018).

Dalam kasus perkebunan kecil kelapa sawit mandiri,
petani kecil perempuan mempertahankan hak
atas tanah (yang umumnya setara) yang mereka
miliki dalam sistem pertanian tradisional, membuat
keputusan bersama dalam bertani, dan mendapatkan
bagian manfaat yang setara. Namun, jika skema
dukungan yang berpihak pada masyarakat miskin
tidak diterapkan, maka perkebunan kelapa sawit
kecil swadaya memerlukan modal untuk membayar
masukan yang berkualitas. Petani kecil ini seringkali
mempekerjakan laki-laki muda yang terampil sebagai
pemanen, sementara perempuan miskin dan laki-laki

lanjut usia kehilangan pendapatan dari menyadap karet
ketika kelapa sawit menggantikan karet (Li, 2018).

Pekerja penerima upah perempuan di sektor
kelapa sawit

Perempuan memang mendapatkan pekerjaan berupah
teratur di perkebunan kelapa sawit, namun sebagian
besar dilakukan secara lepas. Artinya, mereka tidak
dapat memperoleh sumber penghasilan tetap dan
tidak berhak atas tunjangan apa pun seperti cuti sakit
atau cuti hamil yang dibayar. Pembayaran mereka
seringkali bergantung pada pencapaian target panen
harian yang tinggi (Elmhirst et al., 2017b).

Tenaga kerja perempuan sangat penting bagi
perkebunan untuk menjaga hubungan kerja yang
bergantung pada tenaga kerja murah karena
ketimpangan upah gender. Bahkan ketika perempuan
bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja tetap,
upah mereka masih di bawah upah minimum yang
ditetapkan. Target produksi yang tidak realistis juga
menimbulkan permasalahan kerja paksa, karena
target tersebut mendorong seluruh anggota keluarga,
termasuk perempuan dan anak-anak, untuk bekerja
berdampingan dengan pekerja upahan (Fair Labor
Association and the Consumer Goods Forum, 2018).

Upah dan jam Kkerja sebanding antara pekerja
perempuan dan laki-laki (Mardiharini et al.,, 2021).
Partisipasi perempuan dalam inisiatif peningkatan
kapasitas kelapa sawit juga meningkat seiring
berjalannya waktu, meskipun masih tertinggal
dibandingkan laki-laki.

Pekerja perempuan menghadapi kondisi kerja yang
lebih berbahaya dibandingkan pekerja laki-laki karena
dalam kegiatan pemeliharaannya perempuan terpapar
langsung pada pestisida dan pupuk, seringkali
tanpa peralatan keselamatan yang memadai. Selain
melakukan pekerjaan pemeliharaan di perkebunan
kelapa sawit, perempuan juga banyak terlibat dalam
pengumpulan dan penjualan sisa buah-buahan yang
berserakan. Karena ini merupakan kegiatan ilegal,
perempuan yang melakukannya menghadapi risiko
intimidasi atau bahkan pelecehan seksual oleh petugas
keamanan (White and White, 2012).

Praktik diskriminatif dan kekerasan terhadap pekerja
perempuan masih menjadi isu di sektor kelapa sawit
karena buruknya pengelolaan dan monitoring terhadap
perkebunan kelapa sawit, terutama di wilayah yang
sulit diakses. Hal ini terjadi meskipun sistem sertifikasi
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perkebunan kelapa sawit berkelanjutan semakin
marak, seperti Indonesian Sustainable Palm QOil (ISPO)
dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang
juga mengatur perlindungan hak-hak perempuan di
perkebunan tersebut.

4.2. INDUSTRI: SEKTOR PAKAIAN

JADI DAN FURNITUR

4.2.1. Sektor pakaian jadi

Negara-negara Asia terus menjadi “faktor garmen”
dunia, sebuah fenomena yang semakin meningkat
setelah masuknya China ke dalam Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) dan penghapusan Multifibre
Arrangement (MFA) secara bertahap.?' Sektor tekstil
dan pakaian jadi Indonesia menyumbang 1.03 persen
terhadap PDB pada tahun 2022 (BPS, 2023) dan 2.9
persen dari total ekspor pada tahun 2021, seperti
yang ditunjukkan pada bagian 3.1. Penghapusan MFA
secara bertahap tidak berdampak buruk terhadap
daya saing Indonesia; faktanya, volume ekspor negara
ini jauh lebih tinggi pada tahun 2010 dibandingkan
pada tahun 1990an (ILO, 2022c). Indonesia memiliki
pasar lokal yang besar dan termasuk dalam 10
negara produsen tekstil dan pakaian jadi terbesar di
dunia, yang mengandalkan sektor ini sebagai sumber
ekspor dan lapangan kerja. Seperti di tempat lain, isu
keberlanjutan seperti perlindungan lingkungan dan
kondisi kerja yang layak menjadi perhatian (Sarasi dan
Satyakti, 2023).

Industri garmen menciptakan lapangan kerja formal
bagi jutaan pekerja di Indonesia (Better Work, 2022),
dan feminisasi lapangan kerja di sektor ini merupakan
ciri utama strategi pembangunan berorientasi ekspor
baik di Indonesia maupun di negara berkembang
lainnya. Perusahaan mencari tenaga kerja perempuan
berbiaya rendah sebagai respons terhadap ketatnya
persaingan global, terutama di sektor manufaktur
berketerampilan rendah seperti pakaian jadi dan alas
kaki. Oleh karena itu, perusahaan memanfaatkan
ketimpangan upah gender dan daya tawar perempuan
yang relatif lebih rendah sebagai sumber keunggulan
kompetitif di pasar internasional. Di Indonesia,
feminisasi lapangan kerja di sektor pakaian jadi terjadi
pada saat meningkatnya produksi ekspor berbasis
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jaan subsektor manufaktur tidak tersedia di situs web BPS.

pabrik berskala besar pada tahun 1970an dan 1980an
melalui penggantian operator mesin jahit laki-laki
dengan pekerja baru perempuan (ILO, 2021a).

Pekerja upahan perempuan di sektor pakaian jadi

Pakaian jadi menyumbang 3.1 persen dari total
pekerjaan perempuan di Indonesia, dan perempuan
menyumbang 63 persen dari total pekerjaan di sektor
ini.?2 Intensitas pekerjaan perempuan lebih tinggi (sekitar
80 persen) dibandingkan statistik resmi berdasarkan
data pemasok lima merek garmen dan alas kaki besar
di Indonesia (Tijdens et al.,, 2018). Selain pekerjaan
berupah, perempuan juga mendominasi pekerja upah
borongan, sebagian besar informal, di sektor pakaian
jadi. Namun partisipasi mereka dalam posisi manajerial
sangat rendah; hanya 15 persen perusahaan yang
memiliki CEO perempuan, dan hanya 8.1 persen
anggota dewan direksi adalah perempuan (ILO, 2019).

Dalam hal upah, rata-rata ketimpangan upah gender di
Indonesia (6.8 persen) jauh lebih rendah dibandingkan
rata-rata regional (18 persen) di sektor tekstil, garmen,
dan alas kaki di Asia. Hal ini menyiratkan bahwa proses
feminisasi lebih mengandalkan stereotip gender
mengenai tugas dibandingkan perbedaan biaya
tenaga kerja dalam konteks Indonesia (ILO, 2021a).
Norma dan stereotip gender mengelompokkan pekerja
ke dalam kegiatan ekonomi tertentu berdasarkan jenis
kelamin. Perempuan yang dinilai memiliki jari yang
lincah dinilai lebih cocok untuk melakukan tugas padat
karya di sektor pakaian jadi.

Dalam hal kondisi kerja, terdapat kemajuan besar dari
waktu ke waktu dalam hal kepatuhan terhadap undang-
undang ketenagakerjaan dan standar ketenagakerjaan
internasional di sektor garmen. Namun, kesehatan dan
keselamatan kerja, penggunaan jenis kontrak kerja
yang tepat, dan batasan jam lembur adalah ranah di
mana ketidakpatuhan masih terjadi di pabrik garmen
(Better Work, 2022).

Inisiatif seperti Better Work Program (BWP) di beberapa
negara termasuk Indonesia (kotak 3) bertujuan untuk
melawan kecenderungan “race to the bottom” di
negara-negara berkembang khususnya di sektor padat
karya. Menurut survei BWP, sekitar empat dari setiap
lima pekerja di pabrik garmen yang tercakup dalam

Istilah “pakaian jadi” dan “garmen” digunakan secara bergantian dalam kajian ini.
Berdasarkan basis data ILOStat (diakses 10 April 2023). Data untuk tahun 2015, tahun terbaru yang tersedia. Data ketenagaker-
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Kotak 3. Better Work Programme di Indonesia

Better Work Programme, sebuah inisiatif bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan International Finance Corporation,
diprakarsai di Indonesia pada tahun 2011 untuk meningkatkan kondisi kerja dan daya saing di sektor garmen ekspor. Lebih dari 200
pabrik berpartisipasi dalam program ini, dan menjangkau hampir 400,000 pekerja, 80 persen di antaranya adalah perempuan.

Program ini beroperasi pada berbagai tingkatan. Di tingkat masing-masing pabrik, pabrik menerima pelatihan khusus dan layanan
konsultasi (misalnya untuk membantu membentuk komite pekerja-manajer dan rencana perbaikan untuk ketidakpatuhan yang
teridentifikasi) yang diberikan oleh staf terlatih. Ada juga asesmen tahunan yang tidak diumumkan sebelumnya mengenai kondisi pabrik
untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan terhadap standar inti ketenagakerjaan ILO dan peraturan nasional. Di tingkat nasional, program
ini menyatukan berbagai pemangku kepentingan dari dunia usaha, pekerja, dan pemerintah, seperti Kementerian Ketenagakerjaan,
federasi serikat pekerja garmen utama Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Asesmen terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam program ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas komunikasi
dan kondisi kerja yang lebih baik dalam hal gaji dan jam kerja, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan
yang lebih baik, dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak ikut serta dalam program ini. Perusahaan-perusahaan yang ikut
dalam program ini memperluas akses terhadap layanan kesehatan terkait kehamilan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
nasional yang menetapkan hak-hak terkait pertimbangan kesehatan perempuan, seperti memberikan waktu istirahat yang memadai
untuk menyusui. Perusahaan yang ikut serta juga menikmati peningkatan keuntungan tahunan melalui tingkat produktivitas yang lebih
tinggi, namun peningkatan keuntungan ini bergantung pada persyaratan kontrak yang lebih baik yang diperoleh dari pembeli utama

perusahaan.

Sumber: Better Work (2021, 2022).

BWP di Indonesia mengidentifikasi pelecehan seksual
atau sentuhan seksual sebagai masalah di tempat
kerja, dan sekitar 37 persen dari pekerja tersebut
mendiskusikannya dengan manajer atau supervisor
mereka. Rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan rasio
negara-negara lain yang tercakup dalam program ini
(Better Work, 2019).2® Dilaporkan juga bahwa banyak
perempuan tidak memiliki hak perlindungan kehamilan
dan tetap rentan selama masa kehamilan mereka
saat bekerja di pabrik garmen (Better Work Indonesia,
2017).

Analisis terhadap survei yang dilakukan oleh BWP
selama tahun 2012-2014 mengungkapkan beberapa
temuan mengenai pabrik garmen di Indonesia yang
berpartisipasi dalam program ini dari sudut pandang
gender (Imron et al., 2017). Ada pemisahan berbasis
gender yang jelas dalam pekerjaan, dimana perempuan
mendominasi posisi operator mesin jahit dan laki-
laki terkonsentrasi pada posisi mekanik, pengawas,
pemotong, dan pengepakan. Pekerja laki-laki lebih
banyak menerima promosi dibandingkan perempuan,
meskipun ketimpangan upah berdasarkan gender
menjadi tidak signifikan selama masa studi. Mayoritas
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survei.

pekerja menganggap lingkungan kerja mereka adil dan
nyaman.

Demikian pula, diskusi kelompok terfokus yang
dilakukan dengan para pekerja di lima pabrik
garmen di Jakarta dan Cianjur pada bulan Mei
2017 mengungkapkan bahwa kondisi kerja dan
kesejahteraan individu lebih baik di pabrik BWP
dibandingkan di pabrik non-BWP (Satrya et al., 2017).
Misalnya, upah di bawah upah minimum regional di
pabrik non-BWI, dan di pabrik BWP melebihi upah
minimum regional. Cuti hamil tidak tersedia di pabrik
non-BWP, sedangkan cuti berbayar selama tiga bulan
diberikan di pabrik BWP untuk mematuhi undang-
undang ketenagakerjaan. Peralatan keselamatan dan
layanan klinik tidak disediakan di pabrik non-BWP,
sedangkan layanan tersebut disediakan di pabrik BWP.
Pelecehan seksual tidak dilaporkan di kedua kelompok
pabrik tersebut. Pekerja di pabrik BWP memiliki lebih
banyak waktu untuk keluarga dan kehidupan pribadi,
sedangkan pekerja non-BWP bekerja pada akhir
pekan untuk memenuhi target.

Selain mendukung pemberdayaan ekonomi
perempuan, kesetaraan dan keberagaman gender

Hal ini mungkin juga disebabkan karena para pekerja cenderung lebih bersedia untuk menyuarakan keprihatinan mereka melalui




20 PERDAGANGAN DAN KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF GENDER DAN PEMBANGUNAN

di tempat kerja juga meningkatkan hasil usaha.
Menurut survei yang dilakukan oleh Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO) di Indonesia, 77
persen perusahaan yang disurvei setuju bahwa
keberagaman gender membantu meningkatkan hasil
usaha mereka, dibandingkan dengan rata-rata 68
persen perusahaan yang disurvei di Asia dan Pasifik.
Di antara perusahaan-perusahaan yang disurvei
di Indonesia, 66 persen melaporkan peningkatan
profitabilitas dan produktivitas, serta manfaat lainnya
(misalnya kecekatan tangan pekerja), dibandingkan
penghematan biaya. Di antara berbagai sektor di
negara ini, perusahaan manufaktur mempunyai tingkat
tertinggi dalam melaporkan hasil usaha yang lebih baik
akibat meningkatnya keberagaman gender (83 persen)
(ILO, 20214a).

Perempuan pengusaha di sektor pakaian jadi

Sangat sedikit kajian yang menelaah kasus perempuan
pengusaha di sektor pakaian jadi di Indonesia. Kotak
4 menyajikan ringkasan temuan dari studi lapangan
terhadap 204 UKM (157 UKM milik laki-laki dan 47
UKM milik perempuan) di sektor ini yang dilakukan
selama bulan April-Mei 2017.

4.2.2. Sektor furnitur

Industri  furnitur merupakan sektor penting bagi
perekonomian Indonesia karena potensinya yang
tinggi untuk perdagangan domestik dan internasional.
Industri ini juga merupakan industri yang berakar pada
budaya yang mempekerjakan jutaan orang secara
langsung dan tidak langsung. Pusat kegiatan mebel

Kotak 4. Temuan studi lapangan tentang pengusaha perempuan di sektor pakaian jadi

Jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki oleh laki-laki (26 persen) relatif lebih tinggi dibandingkan yang dimiliki oleh
perempuan (11-13 persen) yang memproduksi dalam jumlah besar, menjalankan toko sendiri, dan melakukan subkontrak produksi
kepada produsen yang lebih kecil. Baik perempuan maupun laki-laki umumnya mengandalkan jaringan pribadi untuk mendapatkan
informasi pemasaran dan produksi. Namun, UKM pakaian jadi milik perempuan lebih banyak berinteraksi dengan lembaga pemerintah
(misalnya mencari informasi, bertemu dengan penyuluh) dan mengakses program bantuan pemerintah dibandingkan UKM milik laki-
|aki.

UKM pakaian jadi milik laki-laki dan perempuan merasa sulit untuk meminjam dari lembaga keuangan karena tingginya suku bunga
dan tuntutan jaminan. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan dukungan pemerintah untuk melakukan pinjaman, namun hanya
sebagian kecil dari mereka yang melakukan hal tersebut. Kedua kelompok tersebut menggunakan dana mereka sendiri atau meminjam
dari keluarga atau kerabat untuk investasi modal awal dan, faktanya, banyak pemilik yang mewarisi usaha mereka dari keluarga
mereka. Di antara perusahaan-perusahaan yang disurvei, 48 persen UKM pakaian jadi milik perempuan meminjam dari bank, dan 31
persen menggunakan tabungan pribadi mereka untuk modal selanjutnya.

Sebagian besar UKM menerima pelatihan yang dibantu pemerintah mengenai praktik bisnis umum, meskipun mereka juga mencari
dukungan di bidang lain seperti pembiayaan dan fasilitasi perdagangan. Meskipun tingkat kesadaran mengenai jaringan bisnis tinggi,
hanya 34 persen UKM pakaian jadi milik laki-laki dan perempuan yang menjadi anggota asosiasi. Manfaat utama dari keanggotaan
adalah akses terhadap informasi mengenai pasar dan masukan, bantuan program bagi pengusaha perempuan, dan kemampuan untuk
membangun jaringan dengan pihak lain dalam industri ini.

Di antara UKM pakaian jadi milik laki-laki dan perempuan, hanya sedikit yang melakukan ekspor, dan hanya sedikit dari mereka
yang meminta bantuan ekspor. Mereka percaya bahwa pasar domestik cukup besar untuk kegiatan usaha mereka, dan tidak ingin
mengambil risiko kehilangan pangsa pasar domestik jika mulai mengekspor. Separuh dari UKM pengekspor pakaian jadi milik
perempuan menyebutkan terbatasnya ketersediaan informasi mengenai persyaratan produk di pasar luar negeri sebagai tantangan
utama ekspor. Sepertiga dari mereka menyebutkan tantangan produksi (misalnya masalah pemenuhan standar kualitas, rendahnya
kapasitas produksi, kurangnya tenaga kerja terampil) sebagai kendala ekspor yang penting, sementara seperlima menyebutkan
akses terhadap modal sebagai kendala lainnya. Dalam hal bantuan ekspor yang disukai, sebagian besar perempuan dan laki-laki
menyebutkan dukungan pemasaran dan keuangan. Relatif lebih banyak perempuan yang juga menyebutkan dukungan terhadap
masalah ketenagakerjaan, masukan, dan kapasitas produksi.

Sumber: TPSA Project dan AKATIGA Center for Social Analysis (2018).
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dan ukir di Indonesia adalah Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah. UKM mendominasi industri furnitur
dan menyesuaikan proses dan produk mereka untuk
memenuhi permintaan pembeli agar dapat bertahan
dalam persaingan yang ketat. Asosiasi Pengrajin
Kayu Jepara (APKJ) didirikan pada tahun 2009 untuk
mendukung produsen furnitur skala kecil di Jepara
(Purnomo et al., 2013).

Furnitur merupakan salah satu sektor padat karya
yang rentan, bersama dengan pakaian jadi, kulit,
tekstil, dan manufaktur lainnya, yang paling terkena
dampak pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia
mengambil beberapa langkah untuk mendukung
sektor industrinya, termasuk furnitur, selama pandemi
(UNIDO, 2022). Hal ini membantu industri-industri yang
paling terpukul dalam memenuhi permintaan bahan
baku mereka, dan menyederhanakan prosedur ekspor
bagi mereka. Pemerintah juga menerapkan paket
stimulus umum bagi seluruh industri, termasuk subsidi
listrik, penundaan pembayaran pajak, dan relaksasi
izin impor bahan baku industri. Pusat pengembangan
didirikan untuk memfasilitasi akses UKM terhadap
bahan baku dan masukan.

Partisipasi perempuan di sektor furnitur

Hubungan gender berperan penting dalam partisipasi
perempuan di sektor furnitur di Indonesia. Sebagai
pekerja, perempuan terkonsentrasi di antara pekerja
yang dibayar harian, yang memungkinkan mereka
melakukan pekerjaan rumah tangga dan tanggung
jawab perawatan mereka secara bersamaan dengan
pekerjaan yang dibayar. Sifat pekerjaan yang bersifat
musiman dan sementara memberikan  sedikit
kesempatan bagi perempuan untuk meniti tangga
karier (Fauzan et al.,, 2009, dikutip dalam Melati et
al., 2013). Norma gender melarang perempuan untuk
keluar rumah sendirian di malam hari dan membuat
perempuan tidak nyaman menghadiri pertemuan yang
didominasi laki-laki (Purnomo et al., 2011).

Berdasarkan studi lapangan pada rantai nilai furnitur
di Jepara, laki-laki terkonsentrasi pada kegiatan
utama dan perempuan pada kegiatan pendukung,
dimana laki-laki lebih banyak terlibat dalam
pekerjaan yang memberikan nilai tambah dan gaiji
yang lebih baik dibandingkan perempuan. Hal ini
sebagian mencerminkan stereotip gender tradisional
mengenai pekerjaan — misalnya, tugas-tugas seperti
mengoperasikan mesin yang rumit dianggap terlalu
berbahaya bagi perempuan. Hal ini juga merupakan

cerminan dari pembagian kerja berbasis gender yang
memberikan perempuan pekerjaan rumah tangga dan
tanggung jawab mengurus rumah tangga (Nansereko,
2010).

Jika dilihat lebih dekat pada rantai nilai furnitur di Jepara,
terlihat bahwa baik laki-laki maupun perempuan
berpartisipasi dalam berbagai titkk rantai nilai yang
berbeda, vyaitu pengecer, perusahaan finishing
dan eksportir (gudang furnitur), bengkel furnitur
skala kecil, pabrik penggergajian kayu, pengecer
kayu, dan perkebunan hutan. Perempuan sangat
terkonsentrasi di gudang dibandingkan di tempat lain
dalam rantai nilai. Di gudang, mereka mengampelas
furnitur, mengecatnya dan/atau mengoleskan pernis
dengan tangan (seringkali tanpa pistol semprot),
lalu membungkusnya untuk pengiriman. Di bengkel,
mereka mengukir dan mencari bahan, serta
melaksanakan tugas seperti pembukuan, hubungan
pelanggan, dan jaminan mutu. Sebaliknya, laki-laki
mendesain  furnitur, mencari sendiri bahan-bahan
furnitur, mengangkat kayu atau potongan furnitur,
menggergaji kayu, merawat peralatan menggergaji,
melakukan pertukangan, mengukir, mengemas barang-
barang berat, mengoperasikan mesin pengamplasan,
memperbaiki retakan, dan mengaplikasikan finishing
semprot. Mereka juga mendominasi keputusan
pemasaran, penetapan harga, dan investasi yang
terkadang melibatkan perempuan (Nansereko, 2010).

Perempuan juga berpartisipasi sebagai pekerja
rumahan di sektor furnitur dan produk kayu seperti
halnya di sektor padat karya lainnya, termasuk tekstil,
pakaian jadi, dan alas kaki. Menurut studi lapangan
yang dilakukan ILO (2015), bekerja di rumah adalah
kegiatan ekonomi utama bagi sebagian besar pekerja
rumahan perempuan, dan setengah dari mereka
menunjukkan kesediaan mereka untuk memulai usaha
sendiri jika diberi kesempatan. Pekerja rumahan
bekerja paruh waktu atau bekerja dengan jam kerja
berlebihan untuk meningkatkan pendapatan mereka,
karena mereka dibayar berdasarkan upah borongan.
Mereka dibayar paling rendah dalam rantai nilai
industri. Di antara seluruh pekerja rumahan, upah
terendah di sektor furnitur terdapat di Banten, Jawa
Barat, dan Jawa Timur. Keuntungan utama pekerjaan
rumahan bagi perempuan adalah kemampuan untuk
melakukannya seraya melakukan pekerjaan rumah
tangga.

Bersama dengan laki-laki, perempuan  juga
berpartisipasi di sektor furnitur sebagai wirausaha.
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Di Jepara, perusahaan kecil mempunyai struktur
kekeluargaan, dimana laki-laki dan perempuan bekerja
sama secara erat. Dalam situasi ini, ayah sering
bertindak sebagai kepala dan ibu sebagai bendahara
dan sekretaris perusahaan, dan anak-anak mereka
menjadi tenaga kerja utama. Pekerja tambahan
dipekerjakan, bila diperlukan, tetapi strukturnya
tetap dipertahankan sebagai usaha keluarga. Karena
perusahaan dan rumah tangga saling tumpang tindih,
arus informasi di antara anggota rumah tangga
menjadi tinggi dan pengetahuan serta keterampilan
apa pun yang diperoleh ayah diwariskan kepada
perempuan yang menjalankan bisnis keluarga. Itulah
sebabnya intervensi umum bermanfaat bagi laki-laki
dan perempuan dalam situasi seperti ini (Purnomo et
al., 2011).

Di Jepara, aksi kolektif melalui kelompok khusus
perempuan lebih efektif bagi perempuan dibandingkan
kelompok campuran untuk meningkatkan peluang
bagi perempuan dalam rantai nilai produk hutan.
Namun, terdapat kebutuhan untuk pelatihan tambahan
mengenai keterampilan dan penggunaan teknologi
bagi kelompok khusus perempuan (Shackleton, et
al., 2012). Selain itu, tercatat bahwa perempuan tidak
memiliki cukup waktu karena tanggung jawab rumah
tangga untuk bergabung dengan APKJ dan mencoba
inovasi yang disediakan oleh organisasi tersebut
(Purnomo et al., 2013).

4.3. JASA: SEKTOR PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF SERTA
SEKTOR PERBANKAN

4.3.1. Sektor pariwisata

Pariwisata berperan penting dalam perekonomian
Indonesia, yang mempunyai implikasi signifikan
terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan
ekonomi, dan pendapatan devisa. Merupakan
kontributor  yang  signifikan  terhadap  ekspor
perdagangan jasa Indonesia. Pada tahun 2021,
Indonesia berada di peringkat ke-32 dalam Indeks
Pembangunan Perdagangan dan Pariwisata Forum
Ekonomi Dunia, dan pariwisata menyumbang 3 persen
dari total lapangan kerja di Indonesia.?* Menurut
Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia (World Travel
and Tourism Council/WTTC), hingga tahun 2032,
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Agustus 2023).

sektor pariwisata Indonesia diperkirakan akan tumbuh
rata-rata sebesar 10 persen per tahun. Kontribusi
sektor ini terhadap PDB ditargetkan mencapai hampir
5.7 persen, dan pertumbuhan ini diperkirakan akan
menciptakan hampir 16 juta lapangan kerja pada
tahun 2032 (WTTC, 2022).

Sektor pariwisata mempunyai implikasi gender yang
signifikan dalam hal partisipasi perempuan dalam
perekonomian baik di sektor formal maupun informal,
melalui sumber langsung dan tidak langsung.

Perempuan sebagai pekerja di sektor pariwisata

Jumlah pekerja perempuan di sektor pariwisata adalah
57.3 persen dibandingkan dengan 39.6 persen di
perekonomian yang lebih luas pada tahun 2019,
menurut Dashboard Pariwisata Organisasi Pariwisata
Dunia PBB. Perluasan sektor pariwisata, termasuk
melalui kebijakan liberalisasi, memberikan peluang
bagi perempuan untuk mengisi banyak lapangan kerja
baru yang dihasilkan melalui pengembangan sektor
ini di Indonesia. Hambatan masuk yang rendah serta
jenis dan jam kerja yang fleksibel (misalnya kerja paruh
waktu dan shiff) membuat perempuan lebih mudah
mengakses peluang-peluang ini mengingat beban
pekerjaan rumah tangga mereka yang tidak dibayar
(UNWTO dan UN Women, 2011).

Namun, ada beberapa hambatan yang menghambat

partisipasi perempuan di sektor ini. Misalnya,
perempuan memiliki akses terbatas terhadap
pendidikan teknis dan sumber daya di bidang

pariwisata, yang dapat mengurangi manfaat yang
mereka peroleh dari pengembangan pariwisata.

Perempuan yang bekerja di sektor pariwisata di
Indonesia sangat rentan terhadap sindiran seksual,
sehingga banyak dari mereka enggan terjun ke
sektor tersebut. Perempuan sering kali mendapat
pembatasan ganda dalam partisipasi formal di
sektor pariwisata karena mereka terlahir sebagai
perempuan dan tidak memiliki keterampilan. Misalnya,
dalam studi mengenai lapangan kerja perempuan di
bidang pariwisata di kawasan Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC), bias seperti perempuan harus
mengurus rumah tangga dan anak-anak, kurangnya
akses perempuan terhadap pendidikan pariwisata,
cuti hamil, dan perempuan bekerja tidak dianggap

Indeks tersedia di https://www.weforum.org/reports/travel-and-tourism-development-index-2021/explore-the-data (diakses 19
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sebagai hal biasa dilaporkan sebagai alasan
kurangnya partisipasi perempuan di sektor pariwisata
(Hutchings et al., 2020). Perempuan juga menghadapi
diskriminasi nyata dalam perekrutan di sektor
pariwisata. Untuk beberapa lowongan pekerjaan,
persyaratannya mencakup kriteria penampilan fisik
perempuan, seperti menarik, tinggi, dan berpakaian
bagus (Antara et al., 2019). Oleh karena itu, pekerjaan
perempuan di sektor pariwisata di Indonesia sering kali
mengambil “bentuk fleksibel” yang mengakomodasi
seluruh pekerjaan rumah tangga mereka yang tidak
dibayar, dan kontribusi mereka pada sektor pariwisata
secara budaya ditafsirkan sebagai membantu anggota
keluarga mereka melakukan pekerjaan berbayar di
sektor pariwisata (Fagertun, 2013).

Sektor pariwisata ditandai dengan tingginya tingkat
segregasi gender dalam pekerjaan. Perempuan yang
bekerja pada pekerjaan serupa di Indonesia harus
menyesuaikan diri dengan idealisme gender yang
dominan dan mendapatkan pekerjaan dengan status
sosial yang terhormat (Ford dan Parker, 2008). Misalnya,
di sektor pariwisata di Lombok, perempuan seringkali
bekerja di ranah yang dianggap lebih bersifat domestik,
seperti tata graha hotel, pramusaji, pekerja dapur,
dan juru masak, sedangkan laki-laki bekerja sebagai
penjaga keamanan, pengemudi, staf pemeliharaan,
dan pemandu. Pekerjaan yang menonjol bagi
perempuan adalah bekerja sebagai resepsionis di resor
dan hotel besar (Indriansyah et al., 2020). Hal serupa
terjadi di Karimunjawa, di mana pekerjaan ini dianggap
menawarkan lebih banyak pendapatan dan lebih
banyak peluang untuk berinteraksi dengan wisatawan
(Indriansyah et al., 2020). Pada saat yang sama, peran
yang didambakan seperti pemandu wisata sering kali
tidak dapat diakses oleh perempuan karena mereka
dianggap membutuhkan lebih banyak keterampilan,
termasuk keterampilan berbahasa, dan pengalaman
berinteraksi dengan wisatawan. Norma sosial dan
budaya yang ada tidak mengizinkan perempuan
memperoleh keterampilan atau pengalaman yang
diperlukan (Indriansyah et al., 2020).

Perempuan juga memainkan peran utama dalam
sektor wellness pariwisata Indonesia, seperti yang
dibahas dalam Kotak 5.

Pemisahan pekerjaan yang disebutkan di atas
mempunyai implikasi terhadap upah perempuan
di sektor pariwisata, karena pekerjaan dengan
keterampilan rendah menghasilkkan upah yang lebih
rendah. Selain segregasi pekerjaan, lapangan kerja di

sektor ini sangat informal dan bersifat musiman bagi
perempuan. Studi kasus di kepulauan Karimunjawa
menemukan bahwa perempuan lebih banyak memiliki
pekerjaan di sektor pariwisata informal dibandingkan
laki-laki (Indriansyah et al., 2020). Pekerjaan-pekerjaan
tersebut antara lain mengoperasikan warung makan,
menyiapkan makanan sebagai bagian dari paket
sarapan penginapan, bekerja sebagai penjual barang
dagangan dan makanan di pasar malam, dan bekerja
sebagai petugas kebersihan dengan kontrak informal.

Konsentrasi perempuan di sektor informal juga
mengakibatkan rendahnya daya tawar mereka dalam
memanfaatkan kemungkinan kenaikan upah dari
sektor pariwisata yang sedang berkembang. Hal ini
terlihat jelas dari ketimpangan upah gender di sektor
pariwisata di Indonesia, yang lebih besar sebesar 13
poin persentase di sektor pariwisata dibandingkan
perekonomian yang lebih luas antara tahun 2014 dan
2018 (UNWTO, 2019).

Selain lapangan kerja informal dan segregasi pekerjaan
bagi perempuan, sektor pariwisata Indonesia juga
dilanda beberapa hambatan budaya yang membatasi
partisipasi  perempuan (Hutchings et al., 2020).
Misalnya, terdapat persepsi mengenai kurangnya
keterampilan perempuan dalam bernegosiasi dan
mengambil keputusan — yaitu mereka dianggap lemah
dan tidak mampu memberikan solusi jika ada masalah.
Perempuan juga dianggap memiliki lebih banyak
konflik dalam memilih antara pekerjaan dan keluarga
dan tidak memiliki komitmen bekerja seperti laki-laki
karena persyaratan seperti cuti hamil.

Meskipun pekerjaan pariwisata yang tersedia
berupah rendah, berketerampilan rendah dan bersifat
informal, pekerjaan tersebut masih lebih dihargai oleh
perempuan jika dibandingkan dengan alternatif lain di
bidang pertanian.

Perempuan wirausaha di sektor

pariwisata

sebagai

Perempuan juga berpartisipasi sebagai wirausaha di
sektor pariwisata di Indonesia. Bisnis pariwisata bersifat
musiman dan mengandalkan tenaga kerja sementara
selama musim ramai. Sektor ini juga menarik migran
laki-laki domestik dari daerah pedesaan ke tempat-
tempat wisata utama di Indonesia. Misalnya, tenaga
kerja migran tidak terampil dari seluruh penjuru negeri
tiba di Bali dalam jumlah besar untuk berpartisipasi
dalam sektor ini. Migrasi ini memberikan pengusaha
perempuan basis bisnis yang baik karena banyak
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Kotak 5. Partisipasi perempuan dalam sektor wellness di Indonesia

Pada tahun 2020, ekonomi wellness Indonesia bernilai USD36 miliar dan menyumbang 3.4 persen PDB negara. Karena pandemi
COVID-19, sektor ini menyusut sebesar 10 persen dibandingkan tahun 2019. Sektor pariwisata wellness, sebagai bagian dari ekonomi
wellness secara keseluruhan, bernilai USD1.7 miliar pada tahun 2020 (Global Wellness Institute, 2023). Pada tahun 2017, Indonesia
merupakan pasar wisata wellness terbesar kedua di Asia Tenggara (setelah Thailand), dengan 1.3 juta karyawan langsung dan belanja
sebesar USD6.9 juta (United Nations ESCAP, 2021).

Sektor wellness memberikan peluang yang semakin besar bagi perempuan untuk bekerja dan berwirausaha seiring dengan
meningkatnya peran sektor ini dalam perekonomian. Selain itu, hal ini meningkatkan peluang kerja berketerampilan tinggi karena
sektor ini membutuhkan produk dan layanan bernilai tinggi, secara aktif mempromosikan praktik keberlanjutan, dan melibatkan
komunitas lokal untuk menciptakan pengalaman wellness dan budaya yang autentik (United Nations ESCAP, 2021). Sektor wisata
wellness di Indonesia mencakup banyak kegiatan seperti retret yoga, spa, retret meditasi, retret spiritual, dan detoks, di antara banyak
lainnya (Meikassandra et al., 2020). Untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini, pekerja perempuan harus memiliki keterampilan dan
pengetahuan yang diperlukan untuk membimbing dan memberi informasi kepada wisatawan tentang berbagai praktik wellness dan
dampaknya terhadap kesehatan mereka.

Pertumbuhan industri wellness di Indonesia juga mempunyai konsekuensi bagi perempuan dalam bentuk ekspor layanan yang
berhubungan dengan wellness. Misalnya saja, terdapat peningkatan permintaan secara global terhadap terapis spa Bali (Yanthy et al.,
2015). Pada tahun 2012, jumlah terapis spa Bali yang direkrut di luar negeri mencapai 2,560 orang yang tersebar di 49 negara, dengan
sebagian besar ditempatkan di Uni Emirat Arab, Rusia, Turki dan Perancis (Yanthy et al., 2015). Peluang kerja ini, serta pendapatan
yang lebih tinggi bagi perempuan di industri wellness, berdampak pada peningkatan kualitas hidup perempuan, karena mereka
mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan keluarga mereka. Selain itu, setelah bekerja selama beberapa tahun di negara lain,
perempuan juga merasa lebih berdaya untuk membuka usaha sendiri di sektor wellness dan pada gilirannya semakin memberdayakan
perempuan lain sebagai karyawan di bisnis spa yang mereka dirikan (Yanthy et al., 2015).

Bagi pemerintah Indonesia, sektor pariwisata wellness merupakan sektor prioritas pertumbuhan ekonomi inklusif dan telah dipilih
sebagai sektor percontohan untuk mendorong bisnis inklusif. Bisnis semacam ini menggunakan model bisnis inovatif yang melibatkan
masyarakat berpenghasilan rendah dan komunitas marginal di sepanjang rantai nilai mereka, termasuk perempuan (United Nations
ESCAP, 2021). Misalnya, Martha Tilaar Group, sebuah bisnis inklusif di Indonesia, adalah perusahaan kosmetik dan wellness besar
yang, sebagai bagian dari program “pemberdayaan perempuan”, mendukung perempuan berpenghasilan rendah di Indonesia dengan
pelatihan pengembangan keterampilan untuk menjadi terapis pijat profesional. Sejak tahun 2003, perusahaan telah melatih lebih dari
6,000 perempuan. Setelah kontrak berdurasi tiga tahun, para perempuan yang dilatih dapat memperbarui kontrak mereka dengan
Martha Tilaar atau memulai bisnis mereka sendiri. Dalam kedua kasus tersebut, perusahaan membantu perempuan mendapatkan
akses terhadap keuangan, termasuk dengan merekomendasikan mereka ke bank komersial dan bertindak sebagai penjamin. (United
Nations ESCAP, 2021).

perempuan yang menyewakan rumah kos kepada para
migran musiman dan memberi mereka makanan dan
kamar, serta mengambil keuntungan dari kebutuhan
perumahan mereka (Fagertun, 2013).

Banyak perempuan Bali yang bekerja di hotel atau
restoran sebagai karyawan hingga menikah. Pada saat
itu, mereka cenderung berhenti dari pekerjaannya,
dan malah membuka warung makan pinggir jalan atau
membuat dan menjual kerajinan tangan. Kegiatan-
kegiatan ini memberi perempuan lebih banyak
fleksibilitas jika mereka perlu mengurus keluarga
mereka. Ekspansi sektor pariwisata mengakibatkan

berdirinya banyak usaha informal skala kecil yang
secara langsung dan tidak langsung berdampak positif
terhadap pemilik usaha perempuan.

Namun, fakta bahwa perempuan dapat
menggabungkan tanggung jawab profesional dan
keluarga melalui kewirausahaan mereka berarti bahwa
mereka sering kali lebih memilih untuk tetap menjadi
usaha informal kecil daripada mengembangkan usaha
mereka dan mengembangkan keterampilan pemasaran
dan manajemen utama mereka (Tajeddini et al., 2017).
Hal ini mengurangi keuntungan dari perdagangan
bagi perempuan pengusaha di sektor pariwisata
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karena mereka adalah usaha yang berorientasi pada
kelangsungan hidup dan biasanya kurang inovatif,
sebagian besar beroperasi dalam kegiatan dengan
produktivitas rendah dan bernilai tambah rendah, serta
menghasilkan layanan tradisional dengan teknologi
yang sudah mapan. Bagi usaha mikro ini, keuntungan
dari perdagangan, yang mencakup peningkatan skala,
akses terhadap pasar baru, dan integrasi dengan
rantai nilai global, lebih sulit diperoleh.

Bahkan sebagai wirausaha, perempuan di sektor
pariwisata di Indonesia bekerja di ranah yang
memperkuat peran gender mereka. Misalnya saja diBali,
meski telah sukses dalam berwirausaha, perempuan
tidak merasa berdaya karena peran mereka sebagai
wirausaha serupa dengan peran mereka di rumah
(Bras and Dahles, 1998). Selain itu, tradisi gender
berperan penting dalam menentukan pemberdayaan
ekonomi perempuan dan mengharuskan mereka untuk
memprioritaskan peran mereka sebagai ibu, istri, dan
ibu rumah tangga dibandingkan peran mereka sebagai
wirausaha dan pengusaha perempuan (Tajeddini et al.,
2017).

Selain pertimbangan masyarakat, ada juga faktor
lain yang membatasi perempuan untuk memperoleh
manfaat penuh dari kewirausahaan di sektor
pariwisata Indonesia. Teknologi, misalnya, memainkan
peran yang semakin penting dalam meningkatkan
kewirausahaan dan peluang bisnis bagi perempuan
di sektor ini (Kotak 6). Namun, meskipun banyak
perempuan Indonesia yang terhubung secara digital,
sebagai pemilik bisnis dan pekerja, mereka masih
tertinggal dalam hal keterampilan digital dan, oleh
karena itu, dalam memanfaatkan teknologi digital
untuk usaha mereka (Tourism Watch, 2020). Akses
terhadap keuangan dan modal merupakan kendala
lain yang dihadapi perempuan dalam memulai
kewirausahaan pariwisata mereka. Misalnya, survei
terhadap 75 perempuan Batak di bidang pariwisata
menemukan bahwa 48 persen merasa bahwa mereka
tidak memiliki cukup modal untuk memulai usaha baru,
dan 31 persen merasa bahwa mereka tidak memiliki
cukup pengetahuan untuk memulai usaha mereka
sendiri  (Manurung et al., 2020). Kemajuan teknologi
dan akses terhadap keuangan dapat secara signifikan
meningkatkan  keuntungan  perdagangan  bagi
pengusaha perempuan dengan membantu mereka

Kotak 6. Gender, teknologi, dan pariwisata di Indonesia

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia meningkatkan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah di sektor
pariwisata dengan memasarkan potensi pariwisata mereka melalui teknologi informasi dan komunikasi. Perempuan bisa mendapatkan
manfaat dari inisiatif ini jika mereka memiliki keterampilan digital yang diperlukan untuk menggunakan teknologi. Saat ini, rasio
pengguna internet perempuan terhadap laki-laki di Indonesia adalah 0.85 dan untuk pengguna seluler adalah 0.91.

Di Ubud, Bali, perempuan cenderung mengungguli laki-laki dalam hal kepemilikan dan pengelolaan penginapan, panti pijat, dan
restoran kecil. Namun mereka sering kali memilih untuk menyerahkan penggunaan komputer dan telepon untuk tujuan bisnis kepada
putra atau suami mereka. Selain itu, pekerja terampil perempuan, seperti penenun dan perajin tembikar di Lombok, memberikan
kontribusi signifikan terhadap popularitas wilayah tersebut karena foto-foto yang diambil oleh wisatawan dan kemudian dibagikan di
platform media sosial. Namun, keuntungan dari popularitas ini mungkin akan dirasakan oleh para operator tur, pengemudi, atau pemilik
butik laki-laki yang mengiklankan atau menjual jasa mereka di platform-platform tersebut untuk mengunjungi para perajin perempuan
tersebut. Para perempuan hanya memperoleh sebagian kecil dari hasil penjualan kerajinan mereka dan biasanya tidak menerima
keuntungan finansial apa pun dari operator tur.

Teknologi dapat membantu mengurangi ketimpangan gender ini dengan membantu pengusaha perempuan mengakses pasar
pariwisata melalui pelatihan daring dan platform penjualan/pemasaran. Terdapat beberapa inisiatif di Indonesia untuk meningkatkan
keterampilan digital para wirausaha, namun tidak ada yang menyasar pengusaha perempuan saja. Misalnya, Mercy Corps meluncurkan
platform MicroMentor di Indonesia, yang memfasilitasi 98,000 koneksi antara mentor terlatih dan wirausaha selama 16 bulan. Sembilan
puluh satu persen usaha kecil yang berpartisipasi bertahan dan 19 persen melaporkan pertumbuhan pendapatan. Mastercard juga
menghadirkan Small Business Toolkit dari Global Cybersecurity Alliance ke Indonesia, membantu lebih dari 15,000 usaha kecil menjadi
juara keamanan siber mereka sendiri. Banyak dari usaha kecil yang berpartisipasi berada dalam atau terkait dengan sektor pariwisata.

" Lihat situs web Ketimpangan Gender Digital di https.//www.dligitalgendergaps.org/ (diakses 17 Agustus 2023).
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meningkatkan skala usaha dan mengakses pasar baru
dengan biaya lebih rendah.

Pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia

Ekonomi kreatif merupakan komponen penting dari
sektor jasa dan berperan penting dalam strategi
pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Hal
ini penting dalam konteks sektor pariwisata karena
mencakup kegiatan utama yang berhubungan dengan
pariwisata seperti seni kuliner dan kerajinan.

Ekonomi kreatif adalah “...sebuah konsep yang terus
berkembang yang dibangun berdasarkan interaksi
antara kreativitas dan gagasan manusia serta
kekayaan intelektual, pengetahuan dan teknologi.
Pada dasarnya, merupakan kegiatan ekonomi
berbasis pengetahuan yang menjadi landasan ‘industri
kreatif’”” (UNCTAD, n.d.). Namun, pendekatan umum
untuk mengklasifikasikan aktivitas kreatif masih kurang
di tingkat internasional. Terlebih lagi, kegiatan-kegiatan
tersebut berkembang sangat pesat, terutama karena
perubahan cepat dalam teknologi komunikasi dan
industri budaya.

Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2015 dan
Perpres Nomor 142 Tahun 2018, ekonomi kreatif
di  Indonesia mencakup sektor-sektor  berikut
(Lestariningsih et al., 2018): (1) arsitektur; (2) desain
interior; (3) desain komunikasi visual; (4) desain produk;
(5) film, animasi dan video; (6) fotografi; (7) kerajinan; (8)
seni kuliner; (9) musik; (10) fesyen; (11) pengembangan
aplikasi dan game; (12) penerbitan; (13) periklanan;
(14) televisi dan radio; (15) seni pertunjukan; dan (16)
seni rupa (Government of Indonesia, 2018).

Berdasarkan hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif
yang dilakukan pada tahun 2016, terdapat 8.2 juta
pelaku usaha ekonomi kreatif di Indonesia, 92 persen
di antaranya merupakan usaha kecil dan mikro.
Tingkat pendidikan rata-rata wirausahawan di bidang
ekonomi kreatif adalah pendidikan pasca sekolah
menengah, dan mayoritas (55 persen) wirausaha
adalah perempuan. Seni kuliner, fesyen, serta seni dan
kerajinan mendominasi ekonomi kreatif negara ini, dan
total kontribusinya terhadap PDB adalah sebesar 7.4
persen pada tahun 2016. Ekspor hanya menyumbang
8.4 persen dari total keluaran, sehingga pasar
domestik mendominasi ekonomi kreatif (Lestariningsih
et al., 2018).

Perusahaan  yang  dipimpin/dimiliki  perempuan
memainkan peran utama dalam sektor makanan/

kuliner dan fesyen dalam ekonomi kreatif. Namun,
sebagian besar perusahaan yang dipimpin/dimiliki
perempuan lebih berorientasi pada kelangsungan
hidup dibandingkan pertumbuhan. Menurut studi
lapangan yang dilakukan Talib (2018), kendala utama
yang mereka hadapi adalah kurangnya keterampilan
bisnis dan kewirausahaan, terbatasnya pilihan produk
keuangan, kurangnya jaringan profesional, dan
terbatasnya dukungan pemerintah. Di sektor fesyen,
produk peniru adalah hal biasa, dan sebagian besar
pengusaha perempuan tidak memahami pentingnya
memiliki produk orisinal. Ada hubungan positif antara
inovasi dan kinerja pemasaran dan penjualan para
wirausahawan ini (Hendrayati and Gaffar, 2016).

4.3.2. Sektor perbankan

Sektor keuangan Indonesia didominasi oleh bank, yang
memegang sebagian besar aset keuangan di negara
ini. Sebagian besar bank terkemuka di Indonesia
adalah bank milik negara atau bank swasta. Selain
bank, sektor keuangan Indonesia juga mencakup
perusahaan multifinance, perusahaan pasar modal,
perusahaan asuransi, dan dana pensiun (Djaja et
al., 2016). Baru-baru ini, perusahaan start-up dan
teknologi semakin banyak memasuki sektor fintech
dan inovasi keuangan (Women’s World Banking,
2023). Pada tahun 2021, Indonesia memiliki hampir
800 perusahaan fintech (Young et al., 2021).

Partisipasi perempuan di sektor perbankan

Pada tahun 2015, perempuan mewakili 33 persen
angkatan Kkerja di sektor jasa keuangan dan asuransi
di Indonesia, menurut basis data ILOStat. Pada tahun
2022, di enam bank terbesar di Indonesia, partisipasi
perempuan mencapai 50.7 persen (Women’s World
Banking, 2023). Partisipasi perempuan di sektor
perbankan pada tingkat junior sebagai asisten, pegawai
dasar, dan pejabat bank lebih tinggi dibandingkan laki-
laki, namun laki-laki memiliki porsi pekerjaan yang
lebih besar pada posisi yang lebih senior. Misalnya
saja, pada enam bank terbesar di Indonesia, laki-laki
menduduki 58 persen posisi asisten manajer, manajer,
dan manajer senior (Women’s World Banking, 2023).
Selain itu, pada posisi yang lebih tinggi seperti wakil
presiden eksekutif senior, wakil presiden eksekutif,
wakil presiden senior, wakil presiden, dan asisten wakil
presiden, ketimpangan gender semakin meningkat,
dengan laki-laki memegang 67 persen posisi tersebut
(Women’s World Banking, 2023). Di seluruh bank
yang beroperasi di Indonesia, pemimpin perempuan
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memegang 19 persen dari total 543 kursi dewan
direksi (Women’s World Banking, 2023).

Ketimpangan gender serupa juga terjadi pada
perusahaan fintech di Indonesia. Pada tahun 2021,
menurut Survei Anggota Tahunan yang dilakukan
Asosiasi  Fintech Indonesia, 53 persen responden
menyatakan bahwa mereka memiliki 26-50 persen
karyawan perempuan di semua posisi. Persentase
ini menurun seiring dengan tingkat senioritas, dengan
persentase perempuan yang menduduki posisi
manajemen senior atau dewan direksi lebih kecil
(Fintech Indonesia, 2021).

Jelas sekali bahwa perempuan menghadapi segregasi
pekerjaan di sektor keuangan, karena mereka
terkonsentrasi pada posisi-posisi yang berketerampilan
rendah dan administratif. Posisi-posisi ini, seperti
di bidang akuntansi, kepatuhan, dan administrasi
pinjaman, cenderung tidak mengarah pada posisi
senior di bank bagi perempuan, juga tidak memerlukan
tanggung jawab manajemen yang kuat (Women’s
World Banking, 2023). Segregasi pekerjaan di sektor
ini semakin diperburuk bagi pekerja perempuan karena
tantangan yang mereka hadapi dalam hal terbatasnya
mobilitas untuk relokasi, kurangnya jadwal atau hari
libur yang fleksibel, dan tidak memadainya waktu
untuk mengejar peluang pengembangan profesional.
Kendala-kendala ini menimbulkan hambatan besar
terhadap promosi dan kemajuan perempuan di sektor
keuangan.

4.4. PELUANG E-COMMERCE DAN
PEREMPUAN PENGUSAHA

E-commerce menghadirkan peluang bagi
pertumbuhan ekonomi perempuan dengan
mendukung pertumbuhan dan diversifikasi bisnis,
termasuk memfasilitasi perdagangan lintas batas
(Ho et al.,, 2011). Hal ini dapat membantu usaha
kecil, yang sebagian besar dimiliki oleh perempuan,
mengurangi investasi awal yang diperlukan untuk
memulai operasi (World Bank, 2020) dan juga
dapat membantu meningkatkan jumlah pelanggan
dengan memungkinkan menjangkau pasar yang jauh
(UNCTAD, 2023a). Selain itu, platform e-commerce
menyediakan ekosistem layanan, termasuk alat
pemasaran, layanan pembayaran, dan logistik yang
dapat menurunkan hambatan masuk dan membantu
perusahaan mengatasi tantangan yang ditimbulkan
oleh pengiriman jarak jauh. Terakhir, platform ini dapat

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan akses
terhadap informasi tentang peluang kewirausahaan
(UNCTAD, 2023a).

E-commerce dapat mendorong perekonomian
jasa dengan meningkatkan jumlah layanan yang
dapat diberikan secara digital, dan dimana banyak
perempuan dipekerjakan. Ini  termasuk layanan
keuangan, penjurubahasaan dan penerjemahan
lepas, fotografi, dan bimbingan belajar daring. Secara
keseluruhan, solusi digital yang menghilangkan
kebutuhan interaksi tatap muka dalam bertransaksi
dapat membantu perempuan mengatasi kendala
mobilitas dan diskriminasi, dan bahkan mengurangi
paparan terhadap kekerasan (WTO dan OECD, 2017;
World Bank dan WTO, 2020; UNCTAD, 2023).

Oleh karena itu, e-commerce memiliki potensi untuk
memampukan perempuan pengusaha di semua
sektor yang dibahas di atas, dan akses internet serta
keterampilan digital merupakan prasyarat penting bagi
e-commerce. Indonesia memiliki populasi pengguna
Internet yang berkembang pesat, namun terdapat
ketimpangan gender dalam penggunaan Internet,
seperti yang ditunjukkan pada Bagian 2. Pada tahun
2021, meskipun 62 persen penduduk Indonesia
menggunakan internet, terdapat perbedaan sebesar 6
poin persentase dalam jumlah laki-laki dan perempuan
yang menggunakannya (Gambar 6). Perbedaan-
perbedaan ini disebabkan oleh adanya ketimpangan
gender dalam akses terhadap pendidikan dan
keterampilan, termasuk keterampilan digital, yang
mendorong ketimpangan digital berbasis gender
dalam masyarakat dan perekonomian (Suwana and
Lily, 2017).

Meskipun ketimpangan gender dalam penggunaan
Internet sebanding dengan yang terjadi di negara-neg-
ara berkembang lainnya, ketimpangan gender di In-
donesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-nega-
ra maju (1.6 poin persentase) dan jauh lebih rendah
dibandingkan negara-negara terbelakang (11.5 poin

persentase) (gambar 7).

Di Indonesia, banyak usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) yang dikelola perempuan belum
menggunakan platform e-commerce, meskipun
mereka memiliki kompetensi dasar yang diperlukan.
Hanya 17 persen UMKM yang dikelola perempuan
yang pernah melakukan transaksi (beli atau jual) di
platform e-commerce, meski sudah siap secara digital
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Gambar 6. Individu yang menggunakan Internet pada tahun 2021 (persen populasi laki-laki dan perempuan)
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Sumber: Perhitungan UNCTAD berdasarkan perkiraan International Telecommunications Union.
Catatan: LDC: negara-negara terbelakang.

Gambar 7. Individu yang menggunakan Internet di Indonesia dan di seluruh dunia berdasarkan tingkat pembangunan,

2005-2022 (persen populasi)
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Gambar 8. Individu yang memiliki rekening ponsel dan menerima pembayaran digital, 2021 (persen)
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(Taufik et al., 2021).25 Selain itu, meskipun lebih banyak
perempuan di Indonesia yang memiliki rekening
ponsel pada tahun 2021 dibandingkan laki-laki, dan
39 persen perempuan menerima pembayaran digital
pada tahun 2021 dibandingkan dengan 36 persen
laki-laki (gambar 8), perempuan hanya menyumbang
35 persen dari pendapatan ritel daring pada
tahun 2018 (Das et al., 2018). Survei International
Telecommunication  Union  (ITU)  mengidentifikasi
kurangnya literasi digital, terbatasnya pemahaman
tentang manfaat penggunaan Internet, dan tingginya
biaya sebagai alasan utama untuk tidak menggunakan
Internet secara umum (ITU, 2022). Faktor-faktor ini
semakin diperparah oleh norma-norma gender sosial
dan budaya yang mengurangi penggunaan dan
manfaat e-commerce oleh perempuan (UNCTAD,

25

2023a). Indonesia dapat menunjukkan alasan serupa
atas rendahnya penggunaan Internet oleh perempuan.
Kurangnya peluang untuk mengakses teknologi
digital serta rendahnya tingkat keterampilan digital di
kalangan perempuan diperburuk oleh norma-norma
gender yang memandang perempuan kurang memiliki
minat dan keterampilan untuk menggunakan teknologi
digital (Suwana and Lily, 2017).

Sebuah studi yang dilakukan oleh International Finance
Corporation (IFC) terhadap pemilik usaha perempuan
di platform e-commerce Lazada menemukan bahwa
sekitar sepertiga bisnis di Lazada di Indonesia adalah
milik perempuan dan 41 persen lainnya dijalankan oleh
perempuan, yang berarti perempuan memiliki peran
manajemen senior atau duduk di dewan direksi (IFC,

Kesiapan digital mengacu pada kemampuan menggunakan alat digital dengan mudah.
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2021). Proporsi usaha milik perempuan di Lazada
lebih baik dibandingkan dengan kewirausahaan
perempuan dalam perekonomian nasional, dimana
usaha milik perempuan hanya mencakup 22 persen
dari perusahaan yang terdaftar secara formal. 2

Melihat sektor-sektor di mana pengusaha perempuan
mempunyai kinerja yang baik di sektor e-commerce,
elektronik merupakan kategori produk dengan nilai
tambah tertinggi, dimana perempuan Indonesia
mencapai rata-rata nilai barang dagangan kotor
yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, baik sebelum
maupun selama pandemi. Usaha milik perempuan
juga mengungguli laki-laki dalam bidang fesyen. Selain
itu, meskipun pengusaha perempuan lebih cenderung
menjajaki e-commerce sebagai peluang bisnis,
kecil kemungkinan mereka dapat mempertahankan
usahanya setelah tiga hingga lima tahun. Hanya 44
persen perempuan pengusaha yang berhasil mencapai
fase start-up, dan bahkan lebih sedikit lagi yang dapat
mempertahankan usaha mereka hingga beroperasi
lebih dari lima tahun (Salyanty, 2023). Selain itu,
proporsi perempuan yang berjualan di Lazada tetap
stabil yaitu sebesar 33 persen selama tahun-tahun
pandemi, namun penjualan mereka turun sebesar 44
persen selama periode tersebut (IFC, 2021). Penurunan
penjualan ini mencerminkan persaingan yang dihadapi
para perempuan pengusaha dalam menjual produk
bernilai tambah rendah secara daring.

Perdagangan daring melalui platform sosial juga
semakin populer. Perempuan pengusaha semakin
banyak yang beralih ke platform sosial di Asia Tenggara
untuk tujuan bisnis dibandingkan pengusaha laki-laki
(IFC, 2021). Di Indonesia, 58 persen perempuan yang
menjalankan UMKM menggunakan platform media
sosialuntuk menjual produknya (UNCTAD, 2023a). Pada

tahun 2013, dari 549,740 pengguna yang terdaftar di
Facebook sebagai pemilik UKM di Indonesia, 176,300
di antaranya adalah perempuan (Melissa et al., 2013).
Namun, platform media sosial juga membawa risiko
yang terkait dengan penyalahgunaan data pelanggan
dan kurangnya mekanisme penyelesaian perselisihan,
dan hal ini juga dapat memperkuat sektor informal.

Meskipun e-commerce memberikan peluang yang
lebih mudah bagi perempuan untuk memasuki dunia
kerja, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya
kemampuan komputer dan teknologi informasi, serta
norma-norma gender tradisional menjadi hambatan
struktural  bagi perempuan pengusaha  untuk
meningkatkan usaha mereka melalui e-commerce.
Selain itu, birokrasi peraturan dalam ekonomi digital
juga menciptakan hambatan masuk bagi usaha mikro
milik perempuan. Selain izin usaha reguler, Kementerian
Perdagangan (Kemendag) mewajibkan penjual daring
yang memiliki situs web sendiri untuk mendapatkan
izin - melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.
50/2020 (Kemendag 50/2020), dengan sanksi
administratif seperti teguran tertulis, daftar hitam, dan
pemblokiran layanan karena ketidakpatuhan (Dina
and Dewaranu, 2022). Namun, sebagian besar usaha
mikro tidak mengetahui kewajiban perizinan. Karena
pengusaha mikro menganggap kepatuhan perizinan
sebagai proses yang panjang dan mahal, persyaratan
ini mungkin membuat mereka enggan bergabung
dengan pasar digital atau bahkan mendorong
mereka ke platform yang kurang aman, seperti
platform media sosial yang berpotensi menghambat
formalisasi usaha. Peningkatan kapasitas pengusaha
perempuan dapat memastikan bahwa mereka dapat
terus mengembangkan bisnis daring mereka dan
memperolen manfaat dari setiap fase pertumbuhan
bisnis.

26 World Bank, TCdata360, tersedia di https://tcdata360.worldbank.org/ (diakses 17 Agustus 2023).
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5. PETA JALAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
PEREMPUAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN DI
INDONESIA MELALUI PERDAGANGAN: REKOMENDASI

KEBIJAKANS

Bagian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk
menjadikan kebijakan perdagangan responsif gender
di Indonesia baik secara langsung melalui kebijakan
perdagangan itu sendiri maupun secara tidak langsung
melalui kebijakan dalam negeri yang mendukung.
Pembahasan yang disajikan pada bagian ini didasarkan
pada temuan pada bagian sebelumnya dan tinjauan
terhadap kebijakan yang ada di Indonesia dan negara-
negara tetangga. Kebijakan perdagangan dapat
berkontribusipadapemberdayaan ekonomiperempuan
dan mendukung kewirausahaan perempuan dalam
beberapa cara. Salah satu caranya adalah dengan
secara eksplisit memasukkan pertimbangan gender
ke dalam teks perjanjian perdagangan. Hal ini telah
menjadi strategi yang populer sejak tahun 2016.
Namun, mengarusutamakan gender dalam kebijakan
perdagangan saja tidak cukup. Untuk memastikan
perempuan memperoleh manfaat penuh  dari
perdagangan, penting untuk mengurangi hambatan
dalam mengakses perdagangan dan peluang
kewirausahaan. Mempermudah akses terhadap
peluang perdagangan memerlukan perubahan dalam
kebijakan dan program dalam negeri. Oleh karena itu,
kebijakan perdagangan tidak dapat menyelesaikan
semua permasalahan terkait gender dengan
sendirinya; hal ini perlu disertai dengan langkah-
langkah yang memadai di bidang kebijakan dalam
negeri yang relevan. Hal ini pula yang menyebabkan
ketentuan gender dalam perjanjian perdagangan
sering kali menguraikan ketentuan-ketentuan dalam
kebijakan dalam negeri.

Bidang-bidang tertentu perlu ditargetkan untuk
memastikan bahwa hambatan dalam mengakses
peluang perdagangan dihilangkan, dan bahwa
perdagangan memberikan  kontribusi  terhadap
pemberdayaanekonomiperempuandankewirausahaan
perempuan. Bagian ini menyajikan ikhtisar kebijakan
yang ada di Indonesia, mengidentifikasi area yang
perlu ditingkatkan, dan menyajikan praktik baik serta
pengalaman keberhasilan dari negara lain, terutama di
Asia.

5.1. KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Ada berbagai cara untuk mengarusutamakan gender
dalam kebijakan perdagangan. Bagian ini pertama-
tama membahas cara-cara untuk melakukan hal
tersebut di tingkat multilateral dan kemudian di tingkat
bilateral dan regional.

5.1.1. Tingkat multilateral

Indonesia telah mengambil langkah-langkah di tingkat
multilateral untuk memperjuangkan kesetaraan gender
dalam kebijakan perdagangan. Deklarasi Buenos
Aires tentang Perdagangan dan Pemberdayaan
Ekonomi  Perempuan tahun 2017 merupakan
deklarasi pertama komunitas perdagangan yang
menyerukan inklusi perempuan yang lebih besar dalam
perdagangan dan penghapusan hambatan yang
dihadapi perempuan untuk memasuki pasar global
(WTO, 2017). Deklarasi ini mendorong kolaborasi
dalam menjadikan kebijakan perdagangan dan
pembangunan lebih responsif gender dengan berbagi
pengalaman terkait kebijakan dan program yang
bertujuan mendorong partisipasi perempuan dalam
perdagangan; berbagi praktik terbaik untuk melakukan
analisis kebijakan perdagangan berbasis gender dan
mengumpulkan statistik yang berfokus pada gender
terkait perdagangan; bekerjia sama di WTO untuk
menghilangkan hambatan terhadap pemberdayaan
ekonomi perempuan dan meningkatkan partisipasi
mereka dalam perdagangan; dan memastikan bahwa
Aid for Trade mendukung upaya untuk menganalisis,
merancang, dan menerapkan kebijakan perdagangan
yang lebih responsif gender. Indonesia merupakan
salah satu negara di kawasan yang mendukung
deklarasi tersebut, termasuk Malaysia, Filipina,
Jepang, dan Korea Selatan. Indonesia dapat lebih
berkolaborasi dengan negara lain dan WTO untuk
mewujudkan tujuan deklarasi tersebut.

Kelompok Kerja Informal WTO untuk Perdagangan
dan Gender (IWG), yang didirikan pada bulan
September 2020 untuk mewujudkan komitmen
negara-negara yang tergabung dalam Deklarasi
Buenos Aires, memberikan peluang untuk lebih terlibat
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dalam perdebatan perdagangan dan gender di tingkat
multilateral. Indonesia juga dapat meningkatkan
kehadirannya dalam isu-isu perdagangan dan gender
di tingkat multilateral dengan berperan aktif dalam
IWG, termasuk dengan menyelenggarakan lokakarya
mengenai bidang-bidang yang menjadi perhatian dan
praktik-praktik yang baik. Para anggota secara rutin
mengadakan diskusi, lokakarya, dan pertemuan di
dalam IWG untuk memperdalam pemahaman mereka
tentang isu-isu perdagangan dan gender serta berbagi
praktik terbaik. Misalnya, Australia mempresentasikan
beberapa karyanya terkait pemberdayaan ekonomi
perempuan di salah satu pertemuan IWG pada tahun
2021.2" Indonesia dapat melakukan pendekatan
serupa.

5.1.2. Tingkat bilateral dan regional

Pada tingkat bilateral, pertimbangan perdagangan
dapat disebutkan secara eksplisit dalam teks perjanjian
perdagangan. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk
bab terpisah mengenai perdagangan dan gender atau
dengan memasukkan Kketentuan-ketentuan gender
dalam bab-bab lain dalam perjanjian, sering kali dalam
bab perdagangan dan pembangunan berkelanjutan
atau dalam konteks ketentuan kerja sama.

Saat ini, Indonesia hanya memasukkan
ketentuan gender dalam sejumlah kecil perjanjian
perdagangannya, dan hal ini termasuk dalam cakupan
ketentuan kerja sama atau bab perdagangan dan
pembangunan  berkelanjutan.  Misalnya, dalam
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Chile-
Indonesia, Bab 9 mengenai kerja sama mencakup
langkah-langkah kerja sama mengenai isu-isu gender
terkait perdagangan di bidang-bidang berikut:
() pertukaran sumber daya manusia, informasi,
dokumentasi dan pengalaman; (i) kerja sama di
forum regional dan multilateral; (i) kegiatan kerja
sama langsung; (iv) kontak dengan komunitas bisnis,
ilmuwan, dan akademisi; (v) bantuan teknis; (vi) dialog,
konferensi, seminar, dan program pelatihan dengan
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para pakar; (vi) pengembangan program penelitian
bersama; (vii)) fasilitasi alih teknologi; dan (ix) kegiatan
lain yang disepakati bersama oleh negara-negara
tersebut. 2 Bab Perdagangan dan Pembangunan
Berkelanjutan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi
Komprehensif Indonesia dengan Asosiasi Perdagangan
Bebas Eropa (European Free Trade Association/EFTA)
menggarisbawahi “perlunya melindungi kesejahteraan
dan meningkatkan penghidupan kelompok rentan
seperti perempuan, anak-anak, petani kecil, petani
subsisten atau nelayan”, sebagaimana tercantum
dalam pasal 8.5 dalam perjanjian tersebut. 2

Indonesia bukan pihak dalam perjanjian perdagangan
bilateral yang mencakup bab perdagangan dan gender.
Pada September 2022, di seluruh dunia terdapat 14
perjanjian perdagangan dengan bab gender yang
berdiri sendiri (WTO, 2022). Dimasukkannya bab-bab
gender dalam perjanjian perdagangan membuat isu-
isu gender lebih terlihat dan diakui dalam pembuatan
kebijakan perdagangan. Bab-bab ini biasanya memuat
ketentuan gender secara rinci dalam kebijakan dalam
negeri dan mengacu pada komitmen kesetaraan
gender global yang diambil oleh para pihak dalam
perjanjian. Bab-bab gender juga mempunyai dua
ciri yang luar biasa dibandingkan dengan ketentuan-
ketentuan gender belaka (Korinek et al., 2021): tingkat
kerincian yang dicurahkan pada kegiatan kerja sama
dan peningkatan kapasitas dalam berbagai peran
ekonomi perempuan; dan pelembagaan kegiatan
monitoring melalui pembentukan komite perdagangan
dan gender.

Di Asia, Singapura memiliki perjanjian perdagangan
bebas (FTA) dengan Aliansi Pasifik yang mencakup
satu bab mengenai perdagangan dan gender, yang
menyoroti pentingnya berbagi kebijakan dan program
untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam
perekonomian nasional dan internasional.*® Perjanjian
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Jepang-Inggris juga

Upaya Australia mencakup kolaborasi dengan Indonesia, Kamboja, Bangladesh, dan Vietnam untuk Better Work Programme,

dan menggambarkan dukungan yang diberikan Australia kepada Women'’s World Banking di Indonesia untuk meluncurkan pro-
duk dan layanan keuangan inovatif bagi perempuan miskin (WVTO IWG, 2021).
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29 EFTA dapat diakses di

Lihat basis data WTO mengenai ketentuan gender dalam perjanjian perdagangan regional.
www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/indonesia/efta-indone-

sia-main-agreement.pdf. Negara-negara EFTA meliputi Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.

30

Lihat Pacific Alliance — Singapore, https://alianzapacifico.net/en/pacific-alliance-singapore/ (diakses 17 Agustus 2023).
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Kotak 7. Kemitraan Ekonomi Komprehensif Jepang-Inggris

Kemitraan Ekonomi Komprehensif Jepang-Inggris yang ditandatangani pada tahun 2020 mencakup materi substantif tentang
perdagangan dan gender serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Perjanjian ini menyoroti komitmen para pihak terhadap kesetaraan
gender dalam pembukaan dan menekankan komitmen mereka untuk memastikan bahwa perempuan dapat memperoleh manfaat dari
ketentuan-ketentuan perjanjian perdagangan.

Perjanjian tersebut selanjutnya memasukkan ketentuan tentang kesetaraan gender dalam bab tentang Perdagangan Jasa, Liberalisasi
Investasi dan Perdagangan Elektronik. Berdasarkan pasal mengenai persyaratan perizinan dan kualifikasi, perjanjian ini memastikan
bahwa segala tindakan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur perizinan, serta persyaratan dan prosedur kualifikasi, tidak
membeda-bedakan antara laki-laki dan Perempuan.

Ketentuan pokok mengenai perdagangan dan gender dalam perjanjian tersebut terdapat pada Bab 21 tentang Perdagangan dan
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Bab ini menyatakan perlunya meningkatkan peluang perdagangan dan ekonomi bagi perempuan
dan mengurangi hambatan sistemik yang membatasi partisipasi mereka dalam perdagangan domestik dan internasional. Hal ini juga
mencakup kegiatan kerja sama yang terperinci untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, termasuk memberikan saran atau pelatihan,
serta bertukar informasi dan pengalaman tentang (a) program untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pasar, teknologi, dan
pembiayaan; (b) pengembangan kepemimpinan dan jaringan bisnis perempuan; (c) identifikasi praktik terbaik terkait fleksibilitas tempat
kerja; dan (d) kegiatan yang berkaitan dengan Deklarasi Bersama tentang Perdagangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
Terakhir, bab ini membentuk Kelompok Kerja Perdagangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan peran serupa dengan
komite perdagangan dan gender.

Sumber: Kementerian Luar Negeri Jepang, www.mofa.go.jp/ecm/ie/page24e_000270.html (diakses 17 Agustus 2023).

memuat bab tentang Perdagangan dan Pemberdayaan
Ekonomi Perempuan (Kotak 7).°!

Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan
Trans-Pasifik  (Comprehensive and  Progressive
Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP) tahun
2018, yang juga beranggotakan para pihak dari Asia,
merupakan contoh yang baik dari perjanjian-perjanjian
yang membahas isu-isu gender tanpa memiliki
bab tersendiri mengenai perdagangan dan gender.
%2Sepanjang teks perjanjian, CPTPP mencantumkan
tujuan dan kegiatan rinci yang dapat diikuti oleh negara-
negara anggota untuk memajukan kesetaraan gender.
Hal ini termasuk mendorong kesetaraan gender,
menghapuskan diskriminasi berbasis gender, dan
memajukan kepentingan ketenagakerjaan perempuan.

CPTPPjugamengakuibahwa peningkatan peluang bagi
perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian
domestik dan global  berkontribusi  terhadap
pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, organisasi

ini mempunyai visi untuk merancang, melaksanakan,
dan memperkuat program-program yang mendorong
perempuan untuk berbagi pengalaman mereka. Selain
itu, perjanjian tersebut mencakup ketentuan tentang
pembangunan jaringan kepemimpinan perempuan,
mengidentifikasi praktik terbaik untuk fleksibilitas
tempat kerja, dan memperkuat keterampilan dan
peningkatan kapasitas bagi perempuan.

Sebagai bagian dari bab perdagangan dan gender
dalam perjanjian perdagangan, negara-negara sering
kali memasukkan pembentukan komite perdagangan
dan gender. Tujuannya adalah untuk memastikan
transparansi dengan melaporkan kegiatan-kegiatan
yang terkait dengan perdagangan dan gender serta
hasil-hasil yang dicapai. Komite ini juga menjalankan
fungsi penasehatan dengan meninjau penerapan
bab ini dan memberikan saran kepada pemerintah
mengenai peluang untuk lebih memajukan tujuan dan
hasil kesetaraan gender di seluruh FTA. Fokal poin

81 Untuk informasi lebih lanjut mengenai perjanjian tersebut, Lihat Kementerian Luar Negeri Jepang, https://www.mofa.go.jp/ecrm/

ie/page24e_000270.html (diakses 17 Agustus 2023).

%2 Untuk informasi lebih lanjut mengenai kemitraan ini, lihat Departemen Luar Negeri Australia, https://www.dfat.gov.au/sites/default/

files/tpp-11-treaty-text.pdf.
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gender di Kementerian Perdagangan biasanya menjadi
bagian dari komite gender dan memberikan informasi
dalam diskusi mengenai dampak FTA terhadap
perempuan di suatu negara.

Indonesia mungkin  memutuskan untuk mengikuti
contoh negara-negara lain  dan memasukkan
bab perdagangan dan gender dalam perjanjian
perdagangannya di masa depan. Hal ini berarti
membentuk komite perdagangan dan gender. Selain
memonitor implementasi bab perdagangan dan
gender, komite ini juga dapat memberikan informasi
dalam diskusi mengenai dampak FTA terhadap
perempuan di Indonesia. Hal ini juga dapat membantu
merancang dan melaksanakan kebijakan dan program
dalam negeri yang memitigasi dampak buruk perjanjian
terhadap perempuan atau meningkatkan dampak
positifnya. Agar efektif, komite tersebut harus memiliki
sumber daya manusia dan keuangan yang memadai.

Isu gender idealnya harus didiskusikan dalam semua
situasi yang relevan. Misalnya saja, Viethnam mempunyai
komite untuk kemajuan perempuan di Kementerian
Perindustrian dan Perdagangannya, dan Nepal
mempunyai staf yang fokus pada isu gender yang
bertanggung jawab terhadap isu-isu perdagangan dan
gender di Kementerian Perindustrian, Perdagangan,
dan Pasokan.®?

5.1.3. Asesmen gender ex-ante dan ex-post
mengenai langkah-langkah perdagangan
dan kebutuhan data

Selain memasukkan ketentuan gender dalam
perjanjian  perdagangan, negara-negara  dapat
mengambil langkah-langkah menuju pengumpulan
data perdagangan dan bisnis terpilah gender secara
sistematis untuk menjadikan kebijakan perdagangan
lebih peka gender. Meskipun BPS mengumpulkan
berbagai macam statistik mengenai partisipasi
perempuan dalam perekonomian secara umum, alur
kerja tertentu dapat diterapkan untuk mengumpulkan
statistik gender dan perdagangan. Misalnya, UNCTAD
bekerja sama dengan Komisi Regional PBB untuk
Eropa dan Afrika (UNECE dan UNECA) untuk
memanfaatkan data statistik yang ada dan kapasitas
negara-negara untuk mengembangkan pendekatan
yang koheren dalam mengukur dampak perdagangan
terhadap kesetaraan gender. Hasil yang diharapkan
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2023).

adalah peningkatan kapasitas otoritas statistik nasional
untuk mengumpulkan dan menyebarkan data dan
statistik bagi para pembuat kebijakan untuk kebijakan
perdagangan yang lebih peka gender (UNCTAD et al.,
2023).

Datayangdipilahberdasarkanjenis kelaminmemberikan
dasar bagi asesmen dampak gender kebijakan
perdagangan ex-ante dan ex-post. Indonesia adalah
bagian dari analisis dampak gender yang dilakukan
selama pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(AEC). Friedrich Ebert Stiftung et al. (2016) meneliti
bagaimana perluasan perdagangan regional dan
integrasi ekonomi mempengaruhi perempuan di AEC
melalui analisis mendalam terhadap data pasar tenaga
kerja yang terpilah berdasarkan perdagangan dan
gender. Studi ini memperkirakan dampak signifikan dari
pembentukan AEC terhadap perempuan di kawasan
ASEAN dalam hal jumlah lapangan kerja yang akan
dihasilkan, namun perkiraan dampaknya kecil dalam
hal perubahan pola pekerjaan dan upah berdasarkan
gender. Hal ini disebabkan karena dorongan ekonomi
dari AEC diperkirakan tidak akan berdampak
signifikan terhadap sektor-sektor yang sebagian
besar mempekerjakan perempuan. Berdasarkan hasil
asesmen dampak gender, serangkaian rekomendasi
juga diberikan kepada negara-negara anggota ASEAN
untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam
perdagangan regional.

Meskipun saat ini Indonesia tidak secara teratur
melakukan asesmen dampak gender terhadap
kebijakan dan perjanjian perdagangannya, Indonesia
mungkin akan memutuskan untuk melakukan hal
tersebut di masa depan. Asesmen dampak gender
kebijakan perdagangan ex-ante memberikan perkiraan
potensi dampak kebijakan perdagangan terhadap
perempuan dan laki-laki, dan terhadap kesetaraan
gender secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan
untuk mengembangkan langkah-langkah pelengkap
yang mungkin diperlukan untuk memitigasi potensi
dampak buruk dari kebijakan perdagangan yang
direncanakan atau, sebaliknya, untuk meningkatkan
potensi dampak positifnya. Asesmen dampak ex-
post membantu menilai kebijakan perdagangan
selama proses implementasi dan menentukan apa
yang berhasil dan apa yang belum berhasil guna
memberikan informasi untuk kebijakan perdagangan

Lihat International Trade Centre SheTrades Outlook Database di https://www.shetrades.com/outlook/home (diakses 26 Juni
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di masa depan dan untuk kemungkinan perubahan
terhadap kebijakan yang sudah ada. Faktanya, seiring
dengan kemajuan negosiasi antara Indonesia dan
Kanada mengenai Perjanjian Kemitraan Komprehensif,
Kanada telah melakukan analisis berbasis gender
terhadap perjanjian tersebut dan dampaknya terhadap
Kanada melalui proses Analisis Plus Berbasis Gender.
Indonesia dapat mengikuti pendekatan serupa dan
melakukan asesmen terhadap potensi dampak
perjanjian  perdagangan  terhadap  perempuan
Indonesia sebagai pekerja dan wirausaha.

Asesmen dampak gender terhadap kebijakan
perdagangan juga dapat mencakup analisis rantai
nilai yang peka gender di sektor-sektor ekspor utama
untuk mengidentifikasi bidang-bidang pengembangan
keterampilan dan investasi teknologi guna mendukung
peralihan perempuan ke segmen rantai nilai yang
bernilai tambah lebih tinggi. Pengembangan peraturan
perdagangan baru dan asesmennya akan mendapat
manfaat dari partisipasi organisasi perempuan.

5.2. AKSES TERHADAP KEUANGAN

Hambatan yang terus berlanjut membatasi akses
perempuan terhadap layanan modal dan keuangan
di Indonesia yang selanjutnya dapat membatasi
partisipasi mereka dalam perdagangan internasional
sebagai wirausaha. Secara umum, perempuan masih
memiliki peluang yang lebih kecil untuk memiliki
akses terhadap lembaga keuangan atau rekening
bank dibandingkan laki-laki. Misalnya, secara global,
terdapat ketimpangan pembiayaan sebesar USD300
miliar untuk usaha kecil formal milik perempuan, dan
lebih dari 70 persen UKM milik perempuan tidak
memiliki akses yang memadai atau sama sekali tidak
memiliki akses terhadap layanan keuangan (IFC, n.d.).

5.2.1. Akses
keuangan

perempuan terhadap Ilayanan

Untuk mengatasi permasalahan akses terhadap
keuangan, Indonesia telah merencanakan dan
melaksanakan beberapa program yang menyasar
perempuan pengusaha. Pemerintah Indonesia,
didukung oleh Asian Development Bank (ADB),
mengadopsi Rencana Aksi Kerangka Kerja
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Perempuan. Tujuannya termasuk membantu semua
perempuan mengakses layanan keuangan formal,
membekali mereka dengan keterampilan keuangan
(termasuk digital) untuk membuat keputusan

keuangan dan manajemen vyang tepat, dan
membangun lembaga keuangan ramah perempuan
yang menyesuaikan produk dan layanan mereka
dengan kebutuhan spesifik perempuan. Perundang-
undangan juga telah diberlakukan untuk membantu
pbank menjangkau dan membantu konsumen jasa
keuangan, termasuk perempuan, dalam mengakses
layanan perbankan, termasuk pembukaan rekening,
menerima dan mendistribusikan tabungan, dan
melakukan aktivitas keuangan tanpa memungut biaya
apa pun atau memberlakukan persyaratan simpanan
minimum (ADB, 2020).

Sesuai dengan pedoman tersebut, Bank BTPN
Syariah telah membuat program yang dirancang
khusus untuk peminjam perempuan di Indonesia.
Selain pembiayaan dan layanan seperti perbankan
digital, khususnya bagi masyarakat terpencil, bank
ini berfokus pada penyediaan layanan non-keuangan
yang ekstensif seperti pelatihan e-commerce dan
keterampilan bisnis bagi perempuan. Bank BTPN
Syariah juga mengarusutamakan gender dalam
organisasinya dengan merekrut bankir perempuan
muda lulusan SMA. Bank kemudian melatih mereka
untuk mengisi posisi lapangan yang berhubungan
dengan nasabah. Para bankir baru ini bertemu
dengan nasabah di rumah dan toko mereka
dan mengajari mereka keterampilan manajemen
bisnis, dan kemudian berkumpul di kantor bank
lokal yang digunakan sebagai asrama (IFC, 2019).
Program Kredit Usaha Rakyat, yang dijalankan oleh
pemerintah Indonesia, menyediakan skema kredit,
modal kerja, dan pembiayaan investasi untuk UMKM
dan koperasi. Terakhir, Program Bantuan Usaha Kecil
dan Menengah Indonesia Bagian Timur memberikan
pbantuan keuangan kepada UMKM di wilayah
termiskin Indonesia dengan bekerja sama dengan IFC
(Istiandari and Anandhika, 2018).

Perempuan juga harus dimasukkan ke dalam sektor
keuangan. Untuk tujuan ini, negara-negara biasanya
membuat peta jalan melalui strategi inklusi keuangan
nasional yang memprioritaskan berbagai aspek inklusi
perempuan di sektor keuangan pada periode yang
berbeda. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia
memberlakukan Peraturan Presiden No. 114/2020
yang menguraikan Strategi Nasional Keuangan
Inklusif untuk memastikan bahwa layanan keuangan
mudah diakses oleh semua segmen masyarakat,
termasuk perempuan. Strategi ini akan dilaksanakan
melalui koordinasi dengan kementerian, pemerintah
daerah, Bank Indonesia, bank komersial, dan mitra




36 PERDAGANGAN DAN KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF GENDER DAN PEMBANGUNAN

swasta (Bank Indonesia, n.d.). Hal ini memberikan
perhatian terfokus pada peningkatan inklusi keuangan
perempuan, mulai dari kepemilikan rekening bank
hingga kewirausahaan.

Praktik terbaik dari strategi nasional keuangan inklus-
if di negara-negara di kawasan ini dapat memberikan
contoh yang berguna untuk lebih meningkatkan strate-
gi Indonesia. Bangladesh memberikan contoh informa-
tif mengenai kerangka kebijakan untuk meningkatkan

inklusi keuangan perempuan (Kotak 8).

Transformasi digital juga menawarkan solusi untuk
meningkatkan akses keuangan bagi pengusaha
perempuan. Pasar jasa keuangan digital di Indonesia
mempunyai kapasitas untuk berkembang lebih jauh.
Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia (APJI) menemukan bahwa
79 persen responden menggunakan Internet untuk
transaksi daring, sementara 72 persen mengakses
layanan keuangan (Pratama, 2022). Perkembangan
lebih lanjut dari layanan keuangan digital di Indonesia
menawarkan peluang bagi sekitar 110 juta masyarakat
yang bankable namun belum memiliki layanan
perbankan di negara ini untuk mengakses layanan dan
produk perbankan (Deloitte, 2015).

Korea Selatan, India, dan Jepang menawarkan
layanan keuangan digital seperti perbankan seluler,
perbankan daring, penerbitan pembayaran serta

peminjaman dan penerimaan uang internasional, dan
pinjaman peer-to-peer. Inisiatif Korea Selatan untuk
mencapai inovasi digital termasuk memastikan adanya
perbaikan terhadap peraturan untuk menghapus
peraturan yang menghalangi lembaga keuangan
untuk memasuki bidang bisnis digital baru. Inisiatif
ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa data
yang diperlukan dikumpulkan dan diperluas untuk
membangun infrastruktur data yang diperlukan untuk
mendorong penggunaan kecerdasan buatan dalam
layanan keuangan. Berkat infrastruktur, sumber daya,
dan TIK yang canggih di bidang keuangan digital di
Korea Selatan, 67 persen masyarakat Korea yang aktif
secara digital telah mengadopsi penggunaan layanan
keuangan digital dalam kehidupan sehari-hari mereka
(Nam and Lee, 2023).

5.2.2. Akses perempuan terhadap literasi dan
pelatihan keuangan

Selain inklusi keuangan, perempuan juga harus
memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk
memanfaatkan aset keuangan mereka dan bantuan
keuangan yang diberikan kepada mereka. Pelatihan
dan program literasi keuangan sangat penting
untuk  membantu perempuan menabung lebih
banyak, berinvestasi lebih baik, lebih sadar akan alat
keuangan yang tersedia bagi mereka, dan dengan
demikian memiliki peluang kewirausahaan yang lebih
baik. Indonesia memiliki strategi literasi keuangan

Kotak 8. Meningkatkan akses pengusaha perempuan terhadap keuangan: Kasus Bangladesh

Pengusaha perempuan di Bangladesh menghadapi kesulitan besar dalam mengakses keuangan. Untuk mengatasi hal ini, Departemen
UKM dan Program Khusus Bank Bangladesh merumuskan dan menerapkan kerangka kebijakan yang akan diterapkan oleh bank dan
lembaga keuangan nonbank. Kerangka ini mencakup saran kebijakan khusus, rencana pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM)
berbasis target, skema pembiayaan kembali, dan program pelatihan. Kebijakan tersebut juga menetapkan target bahwa setidaknya 15
persen dari seluruh dana UKM dialokasikan untuk usaha milik perempuan.

Bank Bangladesh juga menginstruksikan bank dan lembaga keuangan untuk mengiklankan semua fasilitas yang disediakan oleh
kerangka kebijakan di media cetak dan elekironik. Hasilnya, lebih dari 35,000 perempuan yang bercita-cita menjadi pengusaha,
termasuk banyak di daerah pedesaan, mampu meluncurkan usaha mereka. Bank dan lembaga keuangan meminjamkan modal
sebesar USD106 juta dan pembiayaan kembali sebesar USD3 miliar kepada usaha milik perempuan pada tahun 2018 dan 2019.

Kerangka kebijakan telah menyebabkan banyak bank dan lembaga keuangan memberikan prioritas lebih tinggi kepada pemohon
perempuan, menerapkan ketentuan khusus bagi usaha milik perempuan yang tidak mampu memberikan jaminan, dan menyediakan
pusat nasihat dan layanan khusus bagi pengusaha perempuan. Kerangka kebijakan tersebut berhasil mempengaruhi ekosistem
keuangan Bangladesh menjadi lebih inklusif dan peka terhadap isu gender. Hal ini telah menghasilkan perubahan struktural dan konkrit
dalam mengurangi ketimpangan gender terkait akses terhadap keuangan.

Sumber: ITC (n.d.).
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yang berfokus pada pemanfaatan teknologi digital
untuk  meningkatkan indeks literasi keuangan
dengan membangun dan meningkatkan aliansi
strategis dalam pelaksanaan program literasi dan
pendidikan keuangan, serta memperluas akses dan
ketersediaan produk dan layanan keuangan inklusif.
Namun, perempuan tidak diprioritaskan dalam
strategi ini. Meningkatkan pengetahuan keuangan
perempuan harus menjadi tujuan prioritas strategi
ini untuk memastikan bahwa kapasitas perempuan
juga meningkat sama seperti laki-laki (Government
of Indonesia, 2021). Kotak 9 menyajikan beberapa
inisiatif efektif yang bertujuan untuk meningkatkan
akses perempuan terhadap instrumen keuangan dan

Langkah-langkah yang ada untuk memudahkan
akses pengusaha terhadap pendanaan di sektor
pertanian juga dapat dibuat peka gender melalui
mekanisme insentif. Misalnya, dalam kasus sektor
kelapa sawit, Kementerian Keuangan Indonesia
dapat memperkenalkan sistem insentif berdasarkan
indikator gender untuk menyalurkan dana perkebunan
kelapa sawit kepada pemerintah daerah yang
memiliki kinerja baik dalam menangani diskriminasi
dan kekerasan berbasis gender di sektor perkebunan
kelapa sawit. Demikian pula, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dapat menggunakan indikator gender ketika
menilai calon peminjam di sektor perkebunan kelapa
sawit untuk memberikan penghargaan atas tindakan

pendidikan keuangan.

Kotak 9. Instrumen keuangan dan pendidikan keuangan untuk perempuan pengusaha di India

India memiliki beragam instrumen keuangan yang diluncurkan oleh pemerintah yang menargetkan perempuan pengusaha di negara
tersebut. Misalnya, Kementerian Keadilan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai skema keuangan mikro untuk perempuan dengan
potongan bunga. Skema ini memberikan bantuan keuangan hingga INR 1,40,000 (USD1,700). Sasarannya adalah perempuan yang
kurang beruntung secara sosial dan ekonomi yang memiliki pendapatan keluarga kurang dari USD3,600 per tahun.

Kementerian Keuangan menawarkan pinjaman hingga INR 100.000 (USD1.200) kepada perempuan pengusaha, tanpa memerlukan
jaminan apa pun, dan dengan bunga rendah serta jangka waktu pembayaran yang fleksibel. Pinjaman ini diperuntukkan bagi perempuan
pengusaha yang memimpin dan mengelola usaha manufaktur atau produksi, seperti perajin, penenun, dan pengrajin, serta mereka
yang bekerja di bidang reparasi telepon, bengkel mobil, penjahitan, jasa fotokopi, pusat servis peralatan elekironik, serta spa dan
jasa salon kecantikan. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk mendirikan bisnis baru, memperluas bisnis yang sudah ada, atau
memodernisasi bisnis yang sudah ada dengan teknologi dan peralatan terkini.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan bantuan dalam bentuk hibah hingga 30 persen dari total biaya proyek
kepada organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan kewirausahaan di kalangan kelompok sasaran perempuan. Sisanya sebesar
70 persen dari biaya proyek dibiayai oleh lembaga pemberi pinjaman sebagai pinjaman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti
yang digambarkan dalam proyek.

Selain memberikan akses terhadap pendanaan, beberapa program menawarkan perpaduan layanan keuangan dan pendidikan
keuangan untuk usaha perempuan. Misalnya, Niti Ayog menjalankan Platform Kewirausahaan Perempuan yang menyediakan layanan
di enam bidang: komunitas dan jaringan; pendanaan dan bantuan keuangan; inkubasi dan akselerasi; kepatuhan dan bantuan
perpajakan; keterampilan dan bimbingan wirausaha; dan bantuan pemasaran.

Pusat Edukasi Keuangan Nasional, yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Keuangan, meluncurkan Program Edukasi
Keuangan untuk Orang Dewasa (FEPA) pada tahun 2019 untuk meningkatkan kesadaran finansial di kalangan penduduk dewasa
dengan fokus antara lain pada kelompok perempuan.' Pelatihan diberikan kepada kelompok terpilih tanpa dipungut biaya dan sudah
termasuk pemberian materi pembelajaran. Topik yang dibahas dalam program ini meliputi pendapatan, pengeluaran dan penganggaran;
tabungan, perbankan, kredit, dan pengelolaan utang; transaksi digital; asuransi, investasi, masa pensiun, dan dana pensiun; skema
inklusi keuangan pemerintah; dan perlindungan terhadap penipuan, termasuk kehati-hatian terhadap skema Ponzi dan penasihat
investasi yang tidak terdaftar, serta penanganan keluhan. Pelatihan ini juga tersedia secara daring melalui komputer dan ponsel,
sehingga membantu untuk lebih mempromosikan literasi keuangan di seluruh negeri.

Sumber: StartUp India (n.d.).

"Untuk informasi lebih lanjut tentang FEFA, lihat https.//ncfe.org.in/program/fepa.
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positif terhadap kesetaraan gender (Hardiyanto et al.,
2021).

Menganalisis dampak yang berbeda dari berbagai
alat dan layanan keuangan terhadap kinerja
pengusaha perempuan diperlukan untuk memahami
apa yang berhasil dan apa yang tidak. Ketersediaan
data terpilah berdasarkan jenis kelamin mengenai
akses terhadap keuangan merupakan pintu masuk
yang sangat penting untuk lebih  memahami
kemampuan semua perempuan — termasuk UMKM
yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan — untuk
mengakses layanan keuangan. Indonesia dapat
mempertimbangkan untuk mewajibkan pengumpulan
data jasa keuangan yang terpilah gender secara
hukum. Misalnya, di Republik Demokratik Rakyat
Laos, bank dan lembaga keuangan komersial diberi
mandat untuk mengumpulkan data yang dipilah
berdasarkan jenis kelamin melalui formulir pelaporan
ke Bank of Laos, yang mengharuskan penyerahan
data keuangan yang dipilah berdasarkan gender.
Indonesia saat ini sedang bekerja sama dengan ADB
untuk menyusun peta jalan pengumpulan sistematis
data terpilah berdasarkan jenis kelamin dari penyedia
jasa keuangan (ADB, akan datang-b).

Meningkatkan literasi keuangan digital perempuan
merupakan rencana aksi prioritas pemerintah
Indonesia saat memimpin G20 antara tahun
2021 dan 2022. Bank Indonesia mengakui tiga
langkah  penting untuk mengatasi tantangan
yang menghambat UMKM dalam hal terbatasnya
kemampuan ekonomi, literasi keuangan , dan akses
terhadap infrastruktur digital: () pemberdayaan
ekonomi, termasuk perempuan sebagai pengusaha
mikro; (i) peningkatan kapasitas untuk meningkatkan
produktivitas, literasi, dan pengelolaan keuangan
melalui pendidikan yang didukung oleh inovasi dan
digitalisasi proses bisnis untuk memperkuat UMKM
yang lebih kompetitif; dan (i) harmonisasi kebijakan,
melalui dukungan Bank Indonesia terhadap Undang-
Undang Cipta Kerja, yang menyederhanakan proses
perizinan, sekaligus mendukung ekosistem UMKM
dan platform e-commerce yang membuka akses ke
pasar domestik dan global (Bank Indonesia, 2022).

Seperti yang telah dibahas sejauh ini, intervensi
kebijakan terhadap kewirausahaan biasanya berfokus
pada pendanaan. Namun, terdapat kebutuhan untuk
memperkenalkan langkah-langkah pendamping di
bidang kewirausahaan lainnya, yang akan disajikan
selanjutnya.

5.3. AKSES KE PASAR

Ada beberapa faktor yang menghambat akses
perempuan pengusaha ke pasar. Hal ini mencakup
hambatan kebijakan dan hukum, norma sosiokultural
yang bias gender, kurangnya informasi tentang
persyaratan produk dan proses di pasar luar
negeri, dan terbatasnya akses terhadap teknologi,
infrastruktur, keuangan, dan pendidikan.

5.3.1. Transparansi peraturan perdagangan dan
kepabeanan serta fasilitasi perdagangan

Pemerintah dapat membantu meningkatkan akses ke
pasar bagi pengusaha perempuan melalui beberapa
cara. Jalan utamanya adalah memudahkan akses
terhadap informasi mengenai peraturan perdagangan
dan bea cukai melalui pelatihan dan halaman web
yang dapat diakses pedagang kapan saja, program
peningkatan kesadaran, dan layanan penyiaran
informasi. Pemberitahuan mengenai langkah-langkah
perdagangan baru atau yang diubah dapat dikirimkan
kepada pengusaha perempuan melalui jaringan
seperti koperasi, asosiasi pengusaha perempuan,
dan kamar dagang.

Memiliki national single window di mana formulir
bea cukai diserahkan secara daring juga dapat
membantu mempermudah proses dan membuat
pasar internasional lebih mudah diakses. Indonesia
memiliki national single window untuk penerbitan izin
impor/ekspor, pemeriksaan dokumen, pengurusan
bea cukai, dan pengurusan barang di lingkungan
dengan dokumen yang lebih sedikit. Negara-negara
lain di kawasan ini yang memiliki single window
yang efisien adalah Jepang dan Korea Selatan, yang
keduanya memiliki single window untuk penyerahan
formulir bea cukai dan import/export declarations
secara daring. Single window milik Jepang, Nippon
Automated Cargo and Port Consolidated System
(NACCS), dikembangkan sebagai  kemitraan
pemerintah-badan usaha. Hal ini telah menyebabkan
otomatisasi prosedur impor/ekspor serta layanan
lain yang disediakan oleh sektor swasta seperti
penyimpanan dan pengelolaan kargo. NACCS juga
berkontribusi terhadap prosedur impor/ekspor yang
lebih cepat, tidak hanya untuk bea cukai tetapi juga
untuk lembaga pemerintah lainnya (Customs Japan,
n.d.).

Portal daring untuk penyerahan formulir bea cukai
juga dapat mengurangi kejadian pelecehan seksual
dan bahasa serta perilaku tidak pantas yang sering
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dihadapi perempuan di perbatasan. Untuk mengatasi
tantangan ini, Indonesia dapat terus menggunakan
Alat  Asesmen Organisasi Kesetaraan Gender
(GEOAT) milik Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO)
untuk melakukan asesmen kesetaraan gender pada
operasi Kepabeanan mereka, dan juga menggunakan
pelatihan WCO bagi petugas bea cukai untuk
meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender
mereka. Hasil dari asesmen GEOAT menunjukkan
ketimpangan gender yang terus berlanjut di Bea Cukai
Indonesia, dimana 82 persen pegawai bea cukai
adalah laki-laki pada tahun 2021. Untuk mengatasi
situasi ini, Bea Cukai Indonesia menunjuk lebih
banyak pegawai perempuan untuk posisi lapangan
seperti petugas penegakan hukum, petugas patroli,
dan dog handler (Directorate General of Customs and
Excise of indonesia, 2021).

5.3.2. Peluang bagi perempuan pengusaha
melalui pengadaan publik

Akses perempuan pengusaha ke pasar juga dapat
ditingkatkan melalui keterlibatan mereka dalam
proses pengadaan publik. Selama dekade terakhir,
Indonesia secara aktif berupaya meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem
manajemen pengadaan publik nasional. Namun,
pemerintah belum secara aktif mencari beragam
vendor atau mengumpulkan statistik mengenai
perusahaan milik perempuan yang mendaftar sebagai
vendor, mengajukan proposal, atau memenangkan
kontrak. Peningkatan pengadaan dari usaha milik
perempuan harus menjadi prioritas kebijakan publik
yang semakin berkembang demi terciptanya sektor
swasta yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang
inklusif, dan solusi pengadaan yang efisien. Dalam hal
ini, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan
WeConnect International dan ADB sejak tahun 2022
dalam menyusun strategi dan peta jalan pengadaan
publik yang responsif gender. Upaya-upaya tersebut
mencakup penggunaan platform e-procurement untuk
menandai calon pemasok bisnis milik perempuan, dan
mengubah peraturan dan perundang-undangan yang
memungkinkan lembaga pengadaan menyisihkan
atau mengalokasikan pengadaan di bawah ambang
batas moneter yang ditetapkan untuk persaingan di
antara usaha milik perempuan (ADB, akan datang- A).

Seiring dengan upaya Indonesia yang terus berupaya
dalam hal ini bersama ADB, Indonesia dapat mencari
contoh di negara lain sebagai panduan. Misalnya
saja, Thailand juga sudah melakukan kemajuan

dalam hal pengadaan publik yang responsif gender
demi kepentingan UKM yang dipimpin perempuan,
dan Kantor Promosi UKM Thailand (OSMEP) telah
menandatangani Nota Kesepahaman dengan UN
Women (UNWomen, 2023). Kerangkakerjasamaterdiri
dari tiga tujuan berbeda. Pertama, hal ini mencakup
studi penelitian bersama atau tinjauan kebijakan
yang bertujuan untuk mendukung keberagaman
pemasok dan pengadaan yang lebih responsif
gender. Kedua, bertujuan untuk meningkatkan
basis data dan menetapkan definisi yang jelas
tentang “usaha milik perempuan” di Thailand, yang
dikategorikan berdasarkan jenis usaha. Pengumpulan
dan analisis data yang sistematis ini akan mendukung
kebijakan di masa depan. Terakhir, kerangka Kkerja
ini bertujuan untuk menciptakan peluang pasar
dengan menghubungkan pembeli dari sektor
swasta dan publik dengan pengusaha perempuan
dan perusahaan yang responsif gender. Kotak 10
menyajikan kasus Chile sebagai contoh yang baik
mengenai pengarusutamaan gender dalam sistem
pengadaan publik. Selain itu, konsorsium koperasi
atau organisasi produsen yang melibatkan pengusaha
perempuan dapat didukung untuk mengumpulkan
sumber daya mereka dan menyediakan barang dan
jasa dengan harga dan kualitas yang sesuai dengan
kebutuhan proyek pengadaan publik.

5.3.3. Jaringan transportasi dan komunikasi

Elemenpentingdalammeningkatkanakses pengusaha
ke pasar adalah pengembangan jaringan transportasi
dan komunikasi. Indonesia dapat lebih meningkatkan
konektivitas transportasi dan komunikasi antar
provinsi untuk memudahkan akses perempuan ke
pasar meskipun hal ini menjadi tantangan mengingat
struktur geografis negara ini. Terdapat negara-
negara di kawasan ini yang mengadopsi mekanisme
untuk meningkatkan konektivitas transportasi dan
komunikasi di wilayahnya masing-masing dan dapat
memberikan kerangka yang baik untuk ditiru oleh
Indonesia. Misalnya, India bermitra dengan Bank
Dunia untuk memperbaiki jalan pedesaan guna
meningkatkan akses perempuan terhadap pekerjaan
non-pertanian dan peluang ekonomi (Chen, 2022).
Pelayanan jalan dan transportasi yang lebih baik
memungkinkan perempuan mengambil pekerjaan
di luar rumah. Misalnya, melalui dukungan terhadap
proyek jalan raya negara bagian di Gujarat untuk
meningkatkan kapasitas, kualitas, dan keselamatan
layanan jalan raya, India membantu meningkatkan
pendapatan bulanan rata-rata perempuan sebesar
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64 persen di Gujarat. ** Selain itu, kemitraan antara
Bank Dunia dan India juga berfokus pada upaya
menjadikan transportasi lebih aman bagi perempuan
melalui pengumpulan dan analisis data terpilah
gender mengenai pengguna dan non-pengguna
transportasi umum di 12 pusat perkotaan di negara
tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, fasilitas ramah
perempuan, termasuk halte bus yang aman dengan
jarak pandang yang lebih baik dan jalur landai,
dibangun. Selain itu, kamera televisi sirkuit tertutup
(CCTV) dipasang di bus dan sistem penanganan
pengaduan diterapkan.

5.3.4. Skema sertifikasi yang peka gender

Skema sertifikasi sangat penting untuk mendorong
pembangunan berkelanjutan, dan desain skema
yang peka gender mempunyai implikasi positif bagi
pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti yang
didokumentasikan dalam kasus beberapa tanaman
ekspor seperti kopi dan teh. Kotak 11 menyajikan
ikhtisar permasalahan yang harus diatasi dalam
sertifikasi sektor kelapa sawit Indonesia untuk
meningkatkan efektivitas skema ini.

Kotak 10. Menjadikan pengadaan publik responsif gender: Kasus ChileCompra

Undang-Undang Pengadaan di Chile tahun 2003 mengatur pengadaan publik dan mengatur pasokan barang dan jasa publik. Undang-
undang pengadaan menyebabkan terbentuknya entitas pengadaan ChileCompra, yang portal Internetnya (www.chilecompras.cl)
memusatkan pengadaan publik dan mendigitalkannya secara luas. Negara ini mempunyai pasar elektronik, Mercado Publico (www.
mercadopublico.cl), dimana 90 persen perusahaan mikro dan kecil menjual produk dan jasa mereka. Pasar daring membantu
memerangi korupsi dan meningkatkan efisiensi melalui daya saing dan transparansi. Perusahaan kecil dan menengah memenangkan
lebih banyak kontrak berkat sistem yang disederhanakan ini dan karena mereka lebih kompetitif dibandingkan perusahaan besar dalam
banyak kasus.

Pada tahun 2015, ChileCompra menerapkan rencana aksi yang menargetkan kendala spesifik gender dan membantu perempuan
mengakses peluang pengadaan publik yang sama dengan laki-laki. Peraturan dan pedoman telah dimodifikasi untuk memasukkan
pertimbangan gender, dan kriteria evaluasi spesifik gender telah ditambahkan. Misalnya, Chile mengubah peraturannya untuk
menjamin alokasi kontrak kepada perusahaan milik perempuan untuk pengadaan di bawah USD600. Kantor pemerintah menawarkan
akses Internet gratis di berbagai lokasi. ChileCompra telah melaksanakan program pelatihan di kantor regional di seluruh negeri, dan
memiliki program peningkatan manajemen dengan satu bab mengenai gender. Rencana aksi tersebut berhasil meningkatkan jumlah
perempuan yang berpartisipasi dalam program pengadaan publik menjadi 36.5 persen pada tahun 2016. Dari jumlah perempuan
tersebut, 64 persen merupakan pencari nafkah utama dalam rumah tangga mereka. Peningkatan efisiensi sistem pengadaan publik
juga menguntungkan pemerintah, dengan penghematan lebih dari USD6,353 miliar antara tahun 2003 dan 2018 dibandingkan dengan
biaya menjalankan program sebesar USD168 miliar.

Tantangan utama untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam pengadaan publik adalah mengidentifikasi perusahaan mana yang
benar-benar dipimpin atau dimiliki oleh perempuan. ChileCompra memfasilitasi pendaftaran daring usaha milik perempuan melalui
program sertifikasi pemasoknya yang disebut Sello Mujer (“Segel Perempuan”). Suatu perusahaan dianggap milik perempuan jika lebih
dari 50 persen sahamnya dimiliki oleh perempuan, dan kuasa hukum atau pimpinan perusahaan adalah perempuan.

Meskipun terdapat kemajuan yang luar biasa, hambatan masih tetap ada. Perempuan pengusaha mengatakan bahwa prosedur tender
seringkali terlalu rumit dan teknis, dan persyaratan kelayakan finansial bisa menjadi tantangan. Mereka mengklaim bahwa kriteria
evaluasi terkadang terlalu ketat dan terlalu fokus pada penawaran termurah. Mereka juga mengatakan bahwa kontraknya terlalu besar
dan pembayarannya sering terlambat.

Sumber: (UNCTAD, 2023b)

34 World Bank, Second Guijarat State Highway Project (GSHP l), 2014 (https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/pro-
ject-detail/P114827).
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5.3.5. Kerangka peraturan dan kelembagaan

5.4. PENGEMBANGAN

KETERAMPILAN

Berdasarkan temuan Indeks Bisnis dan Hukum
Bank Dunia, Indonesia dapat mempertimbangkan
reformasi kesetaraan gender dalam undang-undang
yang berdampak pada upah perempuan, hambatan
terkait pernikahan, undang-undang yang berdampak
pada pekerjaan perempuan setelah memiliki anak,
hambatan bagi perempuan untuk memulai dan
menjalankan usaha, perbedaan gender dalam bidang
properti dan warisan, dan undang-undang yang
mempengaruhi besaran pensiun perempuan (World
Bank, 2023).

Perempuan menghadapi beberapa tantangan
dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan
dan pelatihan berkualitas. Ketertinggalan dalam
bidang pendidikan ini berkontribusi pada segregasi
pekerjaan, yang masih menjadi ciri utama realitas
ekonomi perempuan. Selama perempuan masih
memiliki kualifikasi yang rendah dan keterampilan
yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, mereka
kemungkinan besar akan tetap berada pada pekerjaan
berupah rendah dengan kondisi kerja yang buruk
dan ketidakamanan kerja, dan menjadi wirausaha di
sektor-sektor yang kurang dinamis, persaingan tinggi,
dan bernilai tambah terbatas.

Partisipasi aktif perempuan dalam koperasi dan
organisasi produsen dapat ditingkatkan melalui
pemotongan pajak atau subsidi yang diberikan secara
eksklusif kepada perempuan dalam rumah tangga.
Memasukkan perempuan sebagai peserta aktif dalam
koperasi juga memerlukan transformasi budaya,
karena banyak perempuan yang menganggap laki-
laki sebagai wakil rumah tangganya di ruang publik.

Memiliki program peningkatan keterampilan dan
pelatihan yang menargetkan perempuan dapat
menjadi batu loncatan penting bagi pemberdayaan
ekonomi perempuan. Indonesia telah mempunyai
berbagai program peningkatan keterampilan yang
menyasar perempuan di beberapa sektor (misalnya
program BWP di sektor pakaian jadi yang dibahas di
atas).

Kotak 11. Bagaimana cara untuk lebih mengintegrasikan isu gender ke dalam skema sertifikasi di sektor kelapa

sawit Indonesia

Kesetaraan gender diperkenalkan dalam prinsip dan kriteria Roundtable on Sustainable Palm Qil (RSPO) dan sistem sertifikasi Indonesia
Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun, kriteria sertifikasi dan indikator kesetaraan gender seringkali tidak konkrit dan jelas. Misalnya,
ISPO melarang diskriminasi dan pelecehan/kekerasan berbasis gender melalui sebuah indikator, dan mewajibkan perusahaan untuk
mengembangkan dokumen kebijakan mengenai isu tersebut. Namun, hal ini tidak spesifik bagi perempuan, dan tidak ada standar
mengenai perlindungan khusus yang dibutuhkan perempuan dalam ranah seperti hak-hak reproduksi. Oleh karena itu, kriteria dan
indikator terkait gender dalam skema sertifikasi di sektor kelapa sawit perlu dibuat komprehensif dan konkrit untuk mendukung
kesetaraan gender. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan sistem surveilans kesehatan reproduksi bagi pekerja perempuan di
Indonesia. Hal ini juga perlu dikembangkan bagi pekerja perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit. Lembaga sertifikasi ISPO dan
RSPO juga harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam berbagi data dan informasi mengenai diskriminasi dan kekerasan
berbasis gender di sektor ini (Hardiyanto et al., 2021).

Berfokus pada perusahaan kelapa sawit dan mendorong mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender
merupakan langkah yang penting dan perlu, namun hal ini saja tidak cukup. Perhatian perlu dipusatkan pada kategori petani kecil
mandiri dan hubungan masyarakat-perusahaan-pemerintah (termasuk melalui koperasi), di mana ketimpangan gender sering terjadi
(Elmhirst et al., 2017a). Oleh karena itu, penting untuk melibatkan petani kecil dan perusahaan dalam skema ini agar dapat memberikan
dampak yang luas pada sektor ini, baik dari sudut pandang gender maupun lingkungan (Li, 2015).

Selain itu, diperlukan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan nasional yang efekiif yang didukung oleh kapasitas
kelembagaan dan anggaran (Hardiyanto et al., 2021). Dengan cara ini, ketimpangan yang ada antara berbagai skema sertifikasi
pengarusutamaan gender dapat diatasi, dan implementasi indikator gender serta indikator pembangunan berkelanjutan lainnya secara
efektif dapat dipastikan.
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Peningkatan keterampilan juga menjadi topik utama
bagi perempuan di bidang teknologi digital. Di
Indonesia, pelatinan literasi digital bagi perempuan
dianggap penting melalui Program Kesiapan dan
Pengembangan Tenaga Kerja Perempuan dalam
STEM ILO antara tahun 2017 dan 2021. % Pelatihan
ini membekali perempuan kurang mampu dengan
keterampilan lunak dan teknis penting terkait STEM
untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan
berkualitas dan mendukung kemajuan karier mereka
di sektor TIK (ILO, 2021b). Antara November 2020
hingga Mei 2021, program pelatihan pengembangan
web menarik 2,093 pendaftar perempuan dari seluruh
Indonesia dan berhasil melatih 683 perempuan,
melampaui target awal sebanyak 600 orang.

Sektor pariwisata di Indonesia juga mendapat
manfaat dari program pelatihan ILO, khususnya untuk
pemulihan bisnis perempuan di era pasca pandemi
COVID-19. Tujuan dari Proyek Wisata Desa, yang
merupakan bagian dari Program Keterampilan untuk
Kesejahteraan ILO, adalah untuk meningkatkan
peluang kerja, lapangan kerja, dan mata pencaharian
para penerima manfaat dengan mengajarkan mereka
keterampilan seperti pembukuan, penghitungan
biaya dan pemasaran, perhotelan, dan pariwisata
(United Nations Indonesia, 2023).

Di sektor kelapa sawit, terdapat inisiatif terkait gender
dalam proyek-proyek sektoral seperti yang terjadi
di Kalimantan Barat (misalnya Indonesia Solidaridad
Network Foundation). Petani perempuan telah
dilibatkan dalam Sekolah Lapangan Petani dan
Pelatihan Literasi Keuangan, yang masing-masing
dimulai pada tahun 2015 dan 2013. Perempuan
memiliki tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi
dalam pelatihan terkait keuangan, yang mungkin
mencerminkan norma gender dalam masyarakat
Indonesia yang memberikan peran pengelolaan
keuangan rumah tangga dan menghasilkan
pendapatan tambahan kepada perempuan (Azahari,
2022).

Untuk memastikan pengembangan keterampilan
perempuan, insentif keuangan, seperti biaya
transportasi dan makanan, akan memfasilitasi
keterlibatan perempuan. Fasilitas penitipan anak
di pusat pelatihan juga dapat disediakan untuk

membantu perempuan yang mempunyai tanggung
jawab mengasuh anak untuk berpartisipasi dalam
program ini.

Banyak program yang ada untuk pengusaha
perempuan memiliki pendekatan yang terstandarisasi
dan luas, terutama berfokus pada pengentasan
kemiskinan. Program yang ditargetkan mungkin
terbukti lebih efektif, karena kebutuhan wirausaha
dapat berubah sesuai dengan sektor perekonomian.
Program pelatihan dan pengembangan keterampilan
juga penting untuk membantu mengalihkan wirausaha
yang berorientasi pada kebutuhan dari sektor
yang bernilai tambah rendah dan sangat kompetitif
(misalnya produksi makanan dan salon kecantikan)
ke sektor yang bernilai tambah lebih tinggi (misalnya
manufaktur dan TIK).

Memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk
melakukan pelatihan juga dapat memudahkan
perempuan untuk mengaksesnya. Misalnya, India
memiliki  platform  pelatihan nasional bernama
Swayam yang menyediakan materi pembelajaran dari
Kelas 9 hingga pasca kelulusan dan dapat diakses
oleh siapa saja secara daring. Kursusnya interaktif
dan tersedia gratis. Platform tersebut memberikan
akses pendidikan kepada masyarakat yang tidak
mampu  mengikuti pendidikan formal dan tidak
terdaftar di lembaga pendidikan.¢ Di Thailand, Badan
Pengembangan Sains dan Teknologi Nasional telah
meluncurkan platform e-learning dengan program
pelatinan ulang dan peningkatan keterampilan bagi
pekerja. Kursus-kursus tersebut terutama difokuskan
pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
memastikan tenaga kerja terampil untuk kemajuan
sektor (National Science and Technology Agency,
2022).

Forum bisnis merupakan pusat penting bagi organisasi
pemerintah dan non-pemerintah, dan forum ini
memfasilitasi arus informasi, jaringan, dan perluasan
layanan dukungan kepada usaha mikro dan kecil,
yang sebagian besar berupa usaha milik perempuan.
Penyelenggaraan forum-forum bisnis di sektor-sektor
ekspor utama dan partisipasi pengusaha perempuan
dalam forum-forum tersebut atas dasar kesetaraan
dengan laki-laki dapat didorong.

85 STEM adalah singkatan dari sains, teknologi, teknik, dan matematika.
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Lihat halaman Swayam di situs web pemerintah India di https://swayam.gov.in/about (diakses 18 Agustus 2023).
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Yang terakhir, sektor TIK penting bagi banyak sektor
jasa yang bernilai tambah dan bergaji tinggi seperti
jasa bisnis, keuangan, dan lain-lain. Mengingat
tingginya tingkat pendidikan perempuan Indonesia,
sektor ini berpotensi menarik banyak perempuan

pengembangan keterampilan untuk meningkatkan
keterampilan TIK perlu diperluas, dan partisipasi
perempuan di dalamnya harus didorong. Misalnya,
Filipina memiliki platform pelatihan nasional yang
bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital

sekaligus memberi mereka opsi kerja yang perempuan pengusaha di sana (Kotak 12).

fleksibel dan jarak jauh. Oleh karena itu, program

Kotak 12. Meningkatkan keterampilan digital perempuan pengusaha di Filipina

Karena kurangnya akses terhadap keuangan dan keterampilan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dipimpin perempuan
cenderung memiliki akses pasar yang terbatas. Dalam hal ini, Program UMKM E-Taas ang Pinay dari Departemen Perdagangan dan
Industri (DTI) di Filipina memungkinkan perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses pasar.

Program ini memberikan pelatihan komprehensif, pendampingan, dan dukungan kepada pengusaha perempuan untuk meningkatkan
keterampilan digital mereka dan terhubung dengan ekonomi digital melalui platform e-commerce. Telah mengembangkan program
pelatihan pemasaran digital terintegrasi dan strategi dukungan promosi digital untuk membantu pengusaha perempuan.

Program pelatihan pemasaran digital terintegrasi mencakup kursus pelatihan tiga hari dan skema pendampingan 90 hari. Modul-
modulnya mencakup pembentukan pola pikir pertumbuhan dan inovasi, lanskap dan tren e-commerce, dasar-dasar pemasaran digital,
penjualan digital, manajemen media sosial, alat dan platform bisnis (oleh Lazada), persiapan kampanye belanja, dan tips pengoperasian
gudang (oleh Shopee), dan pembuatan konten serta strategi pemasaran (oleh Facebook).

DTl bekerja sama dengan Konfederasi Koperasi Nasional (NATCCO) untuk menyelenggarakan sesi pelatihan yang dipimpin oleh para
pakar yang berkualifikasi dan menyediakan sumber daya administratif dan logistik. DTl juga bermitra dengan Lazada, Shopee, dan
Facebook Filipina untuk memfasilitasi lokakarya pemasaran digital dan e-commerce serta mengembangkan 10 modul pelatihan.

Dari Juli 2020 hingga Februari 2021, 505 pengusaha perempuan mendaftar untuk ikut program pelatihan. Di antara mereka, 348
pengusaha perempuan berhasil lulus dari program ini dan 227 kini memiliki bisnis daring. Perempuan pengusaha ini menghasilkan
total penjualan sebesar PHP 36 juta (USD600,000 juta) dalam enam bulan pertama setelah meluncurkan bisnis daring mereka. Melalui
program ini, lebih dari 90 koordinator dan mentor DTI dan NATCCO menerima pelatihan untuk pelatih.

Sumber: International Trade Centre, SheTrades Database, tersedia di https://www.shetrades.com/outlook/home (diakses 26 Juni 2023).
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6. KESIMIPULAN DAN KERANGKA IMPLEMENTASI PETA
JALAN

Laporan ini mengkaji hubungan perdagangan dan
gender di Indonesia berdasarkan survei studi yang
ada dan data sekunder. Setelah mengkaiji profil sosio-
ekonomi, gender, dan perdagangan, studi ini mengkaiji
implikasi gender dari perdagangan terhadap pengusaha
perempuan melalui kasus-kasus sektoral, yaitu sektor
kelapa sawit dari sektor pertanian, sektor pakaian
jadi dan furnitur dari industri, serta sektor pariwisata,
ekonomi kreatif, wellness, dan sektor perbankan
dari jasa. Semua sektor tersebut merupakan sektor-
sektor utama yang penting bagi ekspor atau kegiatan
ekonomi secara keseluruhan, dan juga penting bagi
lapangan kerja perempuan. Sektor e-commerce juga
dianalisis sebagai sektor yang memiliki potensi besar
bagi pengusaha perempuan di negara ini.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk
terbanyak keempat di dunia dan perekonomian
terbesar di Asia Tenggara. Perempuan memiliki
tingkat pendidikan yang sebanding dengan laki-laki,
namun tingkat partisipasi angkatan kerja mereka relatif
lebih rendah dibandingkan perempuan di beberapa
negara tetangga di kawasan ini, dan perempuan
yang bekerja cenderung terkonsentrasi di sektor
dan pekerjaan berketerampilan rendah. Perempuan
lebih terkonsentrasi pada pekerjaan di bidang jasa
(misalnya, grosir dan ritel, akomodasi dan jasa
makanan, pendidikan), diikuti oleh pekerjaan di bidang
manufaktur dan pertanian. Pada tingkat kebijakan,
Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk
mendorong kesetaraan gender dan kewirausahaan
perempuan, terutama di tingkat nasional melalui
berbagai langkah seperti Strategi Nasional Keuangan
Inklusif.

Indonesia memiliki reputasi yang baik dalam hal
kesetaraan gender terkait partisipasi dalam kegiatan
kewirausahaan: perempuan memiliki tingkat aktivitas
kewirausahaan total yang lebih tinggi dibandingkan
laki-laki dan tingkat kepemilikan bisnis yang sudah
mapan lebih tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa hal
ini belum tentu berarti peningkatan kesejahteraan,
karena perempuan cenderung lebih terkonsentrasi
pada bisnis yang berorientasi pada kebutuhan.
Selain itu, ketimpangan gender tetap ada dalam hasil
kewirausahaan bahkan setelah memperhitungkan
perbedaan sumber daya. Hal ini berarti bahwa, selain

mengatasi ketimpangan dalam hal sumber daya,
kita juga perlu mengatasi faktor sosio-kultural dan
administratif yang menyebabkan ketimpangan gender
terkait hasil.

Di sektor kelapa sawit, pekerjaan lapangan sangat
disegregasi berdasarkan gender — laki-laki sebagian
besar melakukan pekerjaan pemanenan dan
perempuan aktif dalam pekerjaan pemeliharaan.
Perempuan terkonsentrasi pada pekerjaan lepas
sehingga tidak mempunyai jaminan kerja dan tunjangan
non-upah sebagai pekerja (misalnya cuti sakit yang
dibayar, cuti melahirkan). Perempuan juga lebih
banyak menghadapi kondisi kerja yang berbahaya
dibandingkan laki-laki karena mereka sebagian besar
bekerja di kegiatan pemeliharaan yang membuat
mereka terpapar pestisida dan pupuk, tanpa adanya
peralatan keselamatan yang memadai. Namun, upah
dan jam kerja sebanding antara pekerja perempuan
dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan berpartisipasi
bersama sebagai petani dalam  pengelolaan
perkebunan kelapa sawit di pertanian keluarga.
Perempuan juga membantu anggota keluarga laki-
laki sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar di
perkebunan. Kelapa sawit menghasilkan peluang kerja
yang menguntungkan laki-laki dan perempuan, namun
perempuan menghadapi beban kerja ganda karena
mereka juga bertanggung jawab atas pekerjaan rumah
tangga dan ketahanan pangan rumah tangga mereka.
Koperasi berperan penting dalam sektor kelapa sawit
di Indonesia, namun partisipasi perempuan terbatas
karena norma gender. Praktik diskriminatif dan
kekerasan terhadap pekerja perempuan merupakan
permasalahan besar lainnya yang dihadapi perempuan
di sektor kelapa sawit.

Indonesia termasuk dalam 10 negara produsen tekstil
dan pakaian jadi terbesar di dunia dan mengandalkan
sektor ini sebagai sumber ekspor dan lapangan kerja.
Negara ini mengalami feminisasi pekerjaan di sektor
pakaian jadi pada tahun 1970an dan 1980an, dan saat
ini perempuan mencakup 63 persen angkatan kerja di
sektor tersebut. Selain pekerjaan berupah, perempuan
juga mendominasi pekerja upah borongan, sebagian
besar informal, di sektor pakaian jadi. Ketimpangan
upah berbasis gender lebih kecil dibandingkan negara-
negara serupa, yang berarti bahwa proses feminisasi
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lebih bergantung pada stereotip gender mengenai
tugas dibandingkan keunggulan biaya yang dapat
diberikan oleh perempuan. Pelecehan seksual juga
menjadi masalah di tempat kerja di pabrik garmen, dan
banyak perempuan tidak memiliki hak cuti hamil dan
melahirkan.

Di  bidang pariwisata, perempuan menghadapi
beberapa hambatan seperti terbatasnya akses
terhadap pendidikan teknis dan sumber daya serta
kerentanan terhadap pelecehan seksual, yang
membuat banyak dari mereka enggan memasuki
sektor ini. Seperti halnya di sektor lain, terdapat tingkat
segregasi pekerjaan berbasis gender yang tinggi.
Perempuan terkonsentrasi pada pekerjaan yang
berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga, seperti
housekeeping di hotel, pramusaji, pekerja dapur,
dan juru masak, sedangkan laki-laki bekerja sebagai
penjaga keamanan, pengemudi, staf pemeliharaan,
dan pemandu. Berbeda dengan negara-negara
lain, ketimpangan upah gender di Indonesia lebih
besar di sektor pariwisata dibandingkan di sektor
perekonomian secara umum. Meskipun pekerjaan di
bidang pariwisata bersifat informal, bergaji rendah,
dan berketerampilan rendah, perempuan masih
menghargai pekerjaan-pekerjaan ini jika dibandingkan
dengan alternatif lain di bidang pertanian. Mereka juga
cenderung berwirausaha (misalnya, membuka warung

makan pinggir jalan) setelah menikah karena pekerjaan
tersebut memberikan mereka fleksibilitas. Beban kerja
ganda juga menjadi salah satu alasan pengusaha
perempuan di sektor pariwisata tetap bertahan
sebagai pemilik usaha kecil informal. Ketimpangan
gender dalam keterampilan digital dan akses terhadap
keuangan dan modal merupakan kendala utama yang
dihadapi pengusaha perempuan di sektor pariwisata.

Indonesia telah  mempunyai beberapa inisiatif
dalam bidang kebijakan yang teridentifikasi untuk
mendorong kesetaraan gender dan kewirausahaan
perempuan, termasuk melalui penggunaan kebijakan
perdagangan. Namun, masih ada tindakan lebih lanjut
yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia untuk
mendukung partisipasi perempuan yang bermanfaat
dalam perekonomian. Bagian 5 dari laporan ini
menyajikan beberapa rekomendasi mengenai “cara
mencapainya” berdasarkan analisis hubungan gender
dan perdagangan di Indonesia, praktik-praktik baik
internasional, dan contoh negara-negara yang
perekonomiannya serupa dengan Indonesia.

Tabel 5 menyajikan kerangka implementasi kebijakan
beserta target, bidang tindakan utama, pemangku
kepentingan, dan indikator monitoring untuk menilai
kemajuan setiap bidang kebijakan yang tercakup
dalam Bagian 5.
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Tabel 5. Rekomendasi kebijakan dan kerangka implementasi untuk Indonesia

- Ranah tindakan yang potensial Indikator monitoring

- Peningkatan pengarusutamaan
gender dalam kebijakan
perdagangan

- Peningkatan kapasitas
perempuan untuk berpartisipasi
dalam perluasan sektor ekspor

- Bab gender dalam perjanjian
perdagangan

- Asesmen dampak gender ex-
ante dari perjanjian perdagangan

- Partisipasi kelompok hak-hak
perempuan dan organisasi

g - Partisipasi aktif perempuan produsen dalam proses kebijakan

§ dalam pengambilan keputusan perdagangan

§ kebijakan perdagangan - Implementasi program

s peningkatan kapasitas yang

5 berfokus pada perdagangan yang

S, peka gender

§ - Analisis rantai nilai yang peka
gender

- Implementasi proyek bantuan
pembangunan yang peka gender
(misalnya, Aid for Trade)

- Program kerja mengenai statistik
gender dan perdagangan

- Asesmen gender ex-post dalam
perjanjian perdagangan

- Jumlah dan jangkauan program
peningkatan kapasitas dan
proyek bantuan pembangunan
yang berfokus pada perdagangan
dengan pendekatan peka gender

- Jumlah publikasi Badan Pusat
Statistik (BPS) mengenai statistik
perdagangan dan gender




6.

KESIMPULAN DAN KERANGKA IMPLEMENTASI PETA JALAN

47
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- Peningkatan partisipasi
perempuan di pasar tenaga kerja
dan perdagangan

- Pembagian kerja berdasarkan
gender yang lebih setara

- Partisipasi perempuan yang
lebih tinggi dalam proses
pengambilan keputusan

- Reformasi hukum yang

di bidang-bidang yang

pensiun, kehamilan)

gender

jenjang pendidikan

Domain pengasuhan

anak pemerintah

BENELRDELENRENR I CIEE]

Kerangka sosial dan hukum

diarahkan pada kesetaraan
gender yang lebih besar

membutuhkan (misalnya gaji,

- Kampanye peningkatan
kesadaran tentang kesetaraan

- Komponen kesetaraan gender
dalam kurikulum di semua

- Kampanye untuk mengurangi
ketimpangan gender dalam
beban kerja tidak berbayar

- Memperluas fasilitas penitipan

Indikator monitoring

- Pengawasan tindakan hukum
secara teratur

- Jumlah dan jangkauan dari
program peningkatan kesadaran
terkait kesetaraan gender

- Evaluasi independen terhadap
kurikulum pendidikan melalui
kacamata gender

- Jumlah menit per hari yang
dihabiskan oleh laki-laki dan
perempuan untuk pengasuhan
dan pekerjaan rumah tangga
tidak berbayar

- Tingkat pendaftaran di fasilitas
penitipan anak

- Porsi lapangan kerja perempuan
di sektor ekspor

- Porsi indikator gender di antara
indikator skema sertifikasi

Kerangka peraturan dan kelembagaan

- Memberikan subsidi kepada
keluarga berpendapatan rendah
untuk mendaftarkan anaknya ke
fasilitas penitipan anak swasta
ketika fasilitas pemerintah tidak
tersedia

- Memasukkan kesetaraan gender
dalam kebijakan cuti melahirkan
berbayar

Sektor ekspor

- Indikator gender dalam skema
sertifikasi

- Unit koordinasi nasional untuk
skema sertifikasi agar peka
gender

- Sistem zonasi perizinan kelapa
sawit untuk mendukung
kesetaraan partisipasi petani
kecil dan perempuan

- Program insentif publik bagi
perusahaan-perusahaan di
sektor ekspor utama untuk
meningkatkan lapangan kerja
perempuan di sektor-sektor
tersebut
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- Ranah tindakan yang potensial Indikator monitoring

- Meningkatnya penggunaan - Peningkatan partisipasi - Tingkat akses pengusaha
jasa keuangan oleh perempuan perempuan dalam pelatihan terhadap kredit berdasarkan
pengusaha literasi keuangan gender

- Mengurangi ketimpangan gender - Memperluas program kredit yang - Pengawasan prosedur keuangan
dalam akses terhadap keuangan menyasar pengusaha perempuan dengan kacamata gender

dengan persyaratan preferensial - Jumlah perempuan di antara
§ - Insentif finansial untuk peserta program peningkatan
§ mendorong praktik baik yang kapasitas di bidang keuangan
i< dilakukan perusahaan yang dan bidang terkait lainnya
g mengarah pada kesetaraan
g gender
< - Satuan tugas nasional untuk

mengoordinasikan program
untuk mendukung pengusaha
perempuan dalam akses
terhadap keuangan dan bidang
terkait lainnya
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- Ranah tindakan yang potensial Indikator monitoring

-Meningkatkan partisipasi usaha - Portal dan aplikasi daring tentang - Porsi pengusaha perempuan
mikro, kecil dan menengah peraturan dan informasi bea yang menggunakan portal
(UMKM) milik perempuan dalam cukai perdagangan daring dan aplikasi
perdagangan - Pelatihan tentang aturan dan informasi pasar
-Pergeseran UMKM milik prosedur perdagangan - Jumlah program pelatihan
perempuan ke sektor yang - Penyiaran informasi pasar melalui peningkatan kesadaran gender di
bernilai tambah lebih tinggi sumber daring dan organisasi perbatasan
-Peningkatan partisipasi UMKM produsen - Porsi program yang spesifik pada
milik perempuan dalam - Peningkatan kesadaran gender di sektor tertentu di antara program
pengadaan publik kalangan petugas bea cukai peningkatan kapasitas di bidang
- Peningkatan partisipasi - Dukungan finansial untuk perdagangan
perempuan dalam koperasi memudahkan akses terhadap - Porsi usaha milik perempuan
- Peningkatan partisipasi teknologi guna mendukung masing-masing di sektor ekspor
pengusaha perempuan dalam peralihan ke sektor yang bernilai dan sektor bernilai tambah tinggi
- e-commerce tambah lebih tinggi - Porsi proyek pengadaan publik
§ - Memberikan layanan penyuluhan (dalam jumlah dan nilai) yang
; dan konsultasi yang disesuaikan diselenggarakan oleh usaha milik
a dengan kebutuhan UMKM milik perempuan atau konsorsium
%E’ perempuan yang melibatkan pengusaha
- Memperluas partisipasi perempuan
perempuan dalam inisiatif - Porsi perempuan di antara
keberagaman pemasok dan anggota dalam koperasi dan
program sertifikasi skema sertifikasi
- Memiliki kuota bagi pengusaha - Porsi perempuan yang
perempuan dalam proyek menjalankan bisnis daring dan
pengadaan publik profitabilitas bisnis

- Konsorsium koperasi dan usaha
yang dipimpin perempuan untuk
pengadaan publik

- Pengembangan platform
digital yang mendukung
internasionalisasi usaha kecil dan
menengah serta promosi produk
yang dijual UMKM
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- Ranah tindakan yang potensial Indikator monitoring

Pengembangan keterampilan

- Peningkatan partisipasi
pengusaha perempuan dalam
program pengembangan
keterampilan dan pelatihan

- Mengembangkan keterampilan
digital perempuan

- Peningkatan akses pengusaha
kecil, termasuk perempuan,
terhadap infrastruktur informasi,
komunikasi, dan teknologi (TIK)
(misalnya, jangkauan broadband,
sistem pembayaran elektronik)

- Rancangan program pelatihan
yang peka gender (misalnya
layanan penitipan anak di lokasi,
pengaturan waktu yang tepat)

- Program pelatihan yang
ditargetkan untuk meningkatkan
keterampilan perempuan agar
beralih ke sektor yang bernilai
tambah tinggi

- Penyuluhan sektoral mengenai
pelayanan usaha kepada UMKM,
termasuk pengusaha perempuan

- Meningkatkan jangkauan dan
cakupan forum bisnis (misalnya
platform untuk bertukar praktik
yang baik, pembelajaran sejawat
dari teladan)

- Peningkatan pelatihan tentang
keterampilan digital, keamanan
siber, pembayaran daring, fungsi
platform digital, dlIl.

- Mempromosikan jangkauan
pengusaha mikro dan kecil
terhadap infrastruktur ICT,
mengurangi biaya berlangganan
Internet

Sumber: Sekretariat UNCTAD.

- Porsi pengusaha perempuan
di antara peserta program
pengembangan keterampilan
dan pelatihan

- Porsi perempuan yang masing-
masing memiliki keterampilan
literasi digital dasar dan
keterampilan digital teknis
tingkat lanjut

- Porsi pengusaha perempuan
yang memiliki akses terhadap
infrastruktur TIK
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